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KPU. Dana Kampanye Pemilu. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—

bahwa berdasarkan hasil evaluasi mekanisme pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun

2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
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Menetapkan

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 974), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD
bersumber dari:
a. Partai Politik;
b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik
bersangkutan; dan/atau
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari
pihak lain.
(2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berasal dari keuangan Partai Politik.
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Dana Kampanye yang bersumber dari calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang

bersangkutan.

Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan

yang sah menurut hukum dari pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok; dan/atau

c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

Sumbangan yang berasal dari perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

termasuk sumbangan dari:

a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan

b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus
Partai Politik, anggota Partai Politik yang
mengajukan calon.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang

ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD

wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan

sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan

untuk keperluan kampanye.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk calon

anggota DPR dan DPRD.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak

berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak

mengikat.
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Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 26 diubah, sehingga

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 26
Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank
umum.
RKDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul
atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda
tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu
perwakilan Tim Kampanye dan salah satu calon dari
Pasangan Calon.
Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim
Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye
tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan
melaporkan RKDK.
RKDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpisah dari rekening pribadi Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim
Kampanye tingkat daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus
dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye,
dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan
Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK
yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK,
pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan
dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye
tingkat nasional.
Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari

sebelum dimulainya masa Kampanye.
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3. Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37

diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 37

LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat

informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal
merupakan sisa dari penerimaan dana dengan
peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum
periode pembukuan LADK;

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing
Pasangan Calon.

Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan

ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat

nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah

kabupaten/kota  wajib menyampaikan LADK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye tingkat nasional kepada KPU
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(6)

(7)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam

bentuk:

a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli
(hardcopy); dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh,

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli
(hardcopy); dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dan ayat (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah

periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Ketentuan huruf c ayat (1), huruf a ayat (6), dan huruf a

ayat (7) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 38

LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf

a yaitu pembukuan yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal
merupakan sisa dari penerimaan dana dengan
peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum

periode pembukuan LADK;
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(3)

(4)

()

(6)

(7)
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d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari
Partai Politik dan pihak lain; dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.

Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan

ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan

pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota.

Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat

pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota

wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta

Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan

tingkatannya.

Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat

kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dibuat dalam bentuk:

a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli
(hardcopy); dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LADK Partai Politik tingkat daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam

bentuk:

a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli
(hardcopy); dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).
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(8) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah
periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf a ayat (5) Pasal 39
diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota
DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf
a yaitu pembukuan yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal
merupakan sisa dari penerimaan dana dengan
peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum
periode pembukuan LADK;

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari
pihak lain; dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.

(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan
ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

(3) Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

(4) Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib
menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang
bersangkutan kepada KPU melalui KPU
Provinsi/KIP Aceh.

www.peraturan.go.id



()

(6)

2018, No.1175

Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy)
untuk disampaikan kepada:
1. KPU; dan
2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
b. naskah asli elektronik (softcopy).
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode
penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 40 diubah,

sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 40
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta
Pemilu dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan
jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(7), Pasal 38 ayat (8), dan Pasal 39 ayat (6).
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIPKabupaten/Kota melakukan pencermatan
terhadap:
a. cakupan informasi; dan
b. format LADK.
Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta
Pemilu belum mencakup semua informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),
Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), dan/atau
format LADK dinyatakan tidak sesuai, Peserta
Pemilu dan/atau Tim Kampanye harus memperbaiki

LADK tersebut.
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(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

-10-

Apabila cakupan informasi dan/atau format LADK
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
membuat catatan khusus dan dituangkan ke dalam
berita acara, serta menyampaikan kepada Peserta
Pemilu.

Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib
memperbaiki LADK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dan menyampaikan LADK hasil perbaikan
kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,
paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian
Berita Acara kepada Peserta Pemilu, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Dalam hal Dberdasarkan hasil pencermatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta
Pemilu sudah mencakup semua informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),
Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), KPU, KPU
Provinsi/KIP  Aceh, dan/atau format LADK
dinyatakan sudah sesuai, KPU/KIP Kabupaten/Kota
membuat tanda terima LADK yang ditandatangani
bersama dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim
Kampanye/Petugas Penghubung.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan
LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
dalam berita acara.

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dengan
format yang tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.
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Ketentuan lebih lanjut tentang pencermatan
terhadap LADK Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan KPU.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 41 diubah,

sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

(2)

Pasal 41

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling
lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan
LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (5) pada papan pengumuman
dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Hasil
Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah
periode penerimaan LADK hasil perbaikan berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)
pada papan pengumuman dan/atau laman KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan
LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengumumkan LADK Hasil Perbaikan paling
lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan
LADK hasil perbaikan berakhir kepada masyarakat
melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
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Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga

Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 42

LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima
Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan
pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK
kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli

(hardcopy); dan
b. naskah asli elektronik (softcopy).
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.
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Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga

Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 43

LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR
dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf b merupakan pembukuan penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai
Politik setelah pembukuan LADK.
Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan
pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli

(hardcopy); dan
b. naskah asli elektronik (softcopy).
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.
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10. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga

Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 44

LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota
DPD Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf b merupakan pembukuan penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon
Anggota DPD setelah pembukuan LADK.
Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan
pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU melalui
KPU Provinsi/KIP Aceh.
Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada
KPU, melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibuat dalam bentuk:
a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy)

untuk disampaikan kepada:

1. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
b. naskah asli elektronik (softcopy).
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.
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Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 49
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR
dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf c¢ yaitu pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
Partai Politik.
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan
pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
tingkatannya.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menyajikan semua penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang,
barang, dan jasa.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menggunakan pendekatan aktivitas.
Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari
setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta
Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari

pemungutan suara.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 53
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, Peserta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)
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dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli
(hardcopy) LADK dan LPSDK Pasangan Calon.
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib
menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU
dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan
LPSDK Partai Politik.

Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli
(hardcopy) LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD
wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli
(hardcopy) LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)
dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah
pemungutan suara.

Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 55
Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK kepada
KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4)
melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 14
(empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan

Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 36 beserta tanda terima dan
berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (),
dan Pasal 54 ayat (4) kepada KPU.

Penyampaian Laporan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk:

a. 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU;

b. 1 (satu) rangkap asli untuk KAP; dan

c. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon
Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah

diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.

Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 62

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah
diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54.

Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilampiri rangkuman kertas kerja

audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU.

Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 73
Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan

Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat
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17.
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memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk ke dalam sumbangan pihak lain kelompok
dan berlaku ketentuan pembatasan sumbangan
dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2).

(3) Sumber dana dan pencatatan sumbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpisah dari
RKDK Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib
mencatat sumbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ke dalam laporan Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 76
Dalam menyusun laporan dana kampanye, Peserta
Pemilu dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan

berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Peraturan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHHANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye
LADK1-PILPRES

2. Formulir Model ¢ Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK2- PILPRES Kampanye

3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3- PILPRES Kampanye

4. Formulir Model ¢ Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4- PILPRES Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
LADKS- PILPRES

6. Formulir Model ! Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADKG6- PILPRES Laporan Awal Dana Kampanye

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

B. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
LADK1.HP-PILPRES Perbaikan
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Formulir Model
LADK2.HP- PILPRES
Formulir Model
LADK3.HP- PILPRES
Formulir Model
LADK4.HP- PILPRES
Formulir Model
LADKS.HP- PILPRES
Formulir Model
LADK6.HP- PILPRES

21-

2.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Hasil Perbaikan

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Hasil Perbaikan

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye Hasil Perbaikan

Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil
Perbaikan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan

FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1.

10.

Formulir Model
LADKI1-PARPOL
Formulir Model
LADK2-PARPOL
Formulir Model
LADK3-PARPOL
Formulir Model
LADK4-PARPOL
Formulir Model
LADKS-PARPOL
Formulir Model
LADK6-PARPOL
Formulir Model
LADK7-PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye

Daftar Saldo Dana Kampanye

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Awal Dana Kampanye

Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
Calon  Anggota  Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota *)

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah
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D. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN fKOTA

1.

Formulir Model
LADK1.HP-PARPOL
Formulir Model
LADKZ2 HP-PARPOL
Formulir Model
LADK3 . HP-PARPOL
Formulir Model
LADK4.HP-PARPOL
Formulir Model
LADKS5.HP-PARPOL
Formulir Model

LADKG6.HP-PARPOL

Formulir Model

LADK7.HP-PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Hasil Perbaikan

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Hasil Perbaikan

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye Hasil Perbaikan

Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil
Perbaikan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Awal Dana
Perbaikan

FPencatatan Penerimaan dan Pengeluaran

Kampanye Hasil

Calon Anggota DPR/DPRD Provinsif/DPRD
Kabupaten /Kota *) Hasil Perbaikan

E. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFPFD

1.

Formulir Model
LADK1-DPD
Formulir Model
LADKZ2-DPD
Formulir Model
LADK3-DPD
Formulir Model
LADK4-DPD
Formulir Model
LADK5-DPD
Formulir Model
LADK6-DPD

Laporan Awal Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar  Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye

Daftar Saldo Dana Kampanye

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

Laporan Awal Dana Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang

Pemerintah

Pihak Lain Badan Usaha Non
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FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
LADK1.HP-DPD Perbaikan
2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3.HP-DPD Kampanye Hasil Perbaikan
3. Formulir Model ¢ Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4.HP-DPD Kampanye Hasil Perbaikan
4. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil
LADKS5.HP-DPD Perbaikan
5. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6.HP-DPD Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan
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MODEL LADK1-FILFRES

LOGD PASANGAN
CALDN

b,

FEMILITHAN UMUM FRESIDEN DAN WAKIL FRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON !
TIM EAMPANYE TINGHAT
NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA™|

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode sfd

Nama Bank
Nomor Rekening I
Tanggal Pembukaan Rekening I

Saldo Awal Pembukaan : Rp S
NFWF H dan
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®

Pasangan Calon!®

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik [Total
Penerimaan) '*

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan?2

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok'

a. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintakh+

.

Lain-lain !

a. Lain-lain Komitmen!s:

b. Bunga Bank''®

Pengeluaran'®

Pengeluaran Operasit?

a. Pertemuan terbatas'™

b. Pertemuan tatap muka!¥

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik=

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye?!

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umuma22

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®

g- Lain-lain4

ba

Pengeluaran Modalz

a. Pembelian Kendaraan?*
b. Pembelian Peralatan 27

c. Lain-lain®=
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Nomor Uraian Rp | Unit Heterangan

. Pengeluaran Lain-Lain?

a. Pemberian Piutang?®

b. Pembayaran Utang

C. SALDO PER 22

Kaa di Rekening Khusus*

Kas di Bendahara*

Barang*
Tagihan kepada _________ **
Utang>?
CALON PRESIDEN" CALON WAKIL PRESIDEN>®
ttd. - ttd.
-Nama Lenglkap- -Nama Lenghkap-

HETUA TIM EAMPANYE=2®
ttd.
-Nama Lenglkap-

BENDAHARA TIM EAMPANYE2®
ttd.
-Nama Lenghkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diigi dengan Tingkatan Tim Kampanye.

3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

=]

Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan Nomor NFWP Pasangan Calon.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

10. Diisi dengan dana vang berasal dari Pasangan Calon Presiden danm Wakil
Presiden.

11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik vang mengusul Pasangan Calon.
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12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain persecrangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan vang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perssorangan tersebut.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dil

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari pihak lain
vang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diigi dengan jumlah uang/barang/jasa yvang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

16. Total pengeluaran Dana Kampanye.
17. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biava untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/rangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap mulka.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yvang terkait dengan biaya pembuatan [biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yvang
mengatur tentang Kampanye.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayvai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

23. Diisi dengan jumlah pengelusran yang terkait dengan biava untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
[pentas aeni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
scpeda santail), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun|, dan Kampanye melalui media sosial.

24, Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biayva
administrasi bank.

25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
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30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

i3,

_27-

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus
Dana kampanye per akhir periode LADK.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada seclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya.

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang terscbut berdasarkan harga pasar
(per tanggal akhir periode pelaporan LADK).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir
periode pelaporan LADK.

Ditandatangani olch Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat
Pusat.

Ditandatangani olech Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye
sesuai tingkatannya.

Pilih salah satu
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MODEL LADK2-PILPRES
L LOGO PASANGAN CALON

FEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL FRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON N
TIM EAMPANYE TINGEAT NASIONAL/PROVINSI/EABUPATEN/EOTAY) :

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Perlode tanggal sid

. Jumlah Sumbangan Bentuk Sumbangan * Nomor Rekening Nomor Rekening .

Ne.' | Tanggal . — Asal Sumbangan * | bang” Penerima' Bukti'' | Keterangan'®
Rp) ™ Unit*™ | Tunai ™ | Barang ™ | Jasa nyumbang merima
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[ LOGO PASANGAN CALON ] A

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL FRESIDEN
NAMA PABANGAN CALON
TIM HAMPANYE TINGHAT NASIONALPROVINS]/HABUPATEN/HOTA%|

DAFTAR DARA

PERIODE ___s/d ‘

BENTUH SUMBANGAR DANA HAMPANVE
ASAL SUMBANGAN - T T JUMLAH .
NO DANA KAMPANYE UANG BARANG JABA |EE-|'- EETERANGAN

7] [Ep =~ (L2 [Bentuk)

Partai Pulitilc

TOTAL

Heterangan :
Laparas ini disusun sleh Calon Presiden dan Wakil Presiden
I g .

nga kil Presi
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=

14
15
16

-30-

Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Pulitik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Pobtik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasacgan Calon
a. Diiisi dengan nama Partai Politik beserta niai penerimaanmya

b. il dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaanmya

Disi dengan jumslah sumbangan Dara Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseocangan.

2 Diisi dengan nama penyumbang

b, Diisi dengan alamat penyumbang
. Disi dengan No telp penyumhang yang dapat dihubung ki)

4 Diisi dengan No identitas penyumbang
. Disi derigan Nermer Pukak Wajib Pajak penmyumbarg
Ditsi dengan jurslsh sumbangan Dara Kampanye yang berasal dari sumbangan pikak lain kelompok senuai identitas penyumbang kelompok
2 Disi dengan nama keborepok penymiang
b, Dlisi dengan alamat kelompak pesrambang
. Disi dengan No telp kelompak pesrambang yang dapat diburg (ki)
4 Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

. Disi derigan Newmer Pokak Waijib Pajak pemimpin kelompak

Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbargan badar Usaba Non Pemeristak sesuai identitas. penyumbarg badar, Usaka Non Pemerstah.
2 Diisi dengan narma badar Usaka Ner: Pemerintak penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
. Disi dengan ¥o telepon pimpinan badan Uszha Non Pemerintah yang dapat difutrungi (ki)

4. Diisi dengan nerer identitas penyumbang dapat berupa akic pendinian badan Usaba Non Prmerintah
. Dii dergan Nerer Pokak Waijib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
Diisi dengan total kesclunhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

Ditarndatangani clch Pasangan Cala ustuk LADK Tim Kampany Tingkat Pusat

Ditandatangani cleh Kctua Tim Hampanye dan Bendahara Tim Kampunye scsuai fingiatanaya

gk salah satu

LOGO PASANGAN CALON

FEMILIHAN UMUM FRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON
TIM EAMPANYE TINGEKAT NASIONAL PROVINSI/EABUPATEN /KOTA®)

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
FERIODE 8/D a

|| MODEL LADK4-PILFRES I

No.

Tanggal

Bukti Pengeluaran®

Bentuk Aktivitas?

Jumlah Kas [Rp)®

Jumlah Non Kas
(Unit)*

Klasifikasi Pengeluaran 1@

Tios

Tos

£

CALON PRESIDEN:=

ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM EAMPANYE**

td.
-Nama Lenghap-

CALON WAKIL PRESIDEN:2

ttd.

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM EAMPANYE:®*

tid.

-Nama Lenghap-
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Heterangan :
Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1.

10,

11.
12.
13.

Diisi nama Calon yang Dana

Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

Diisi dengan periode pembukuan LADE.

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang fukan adanya Dana dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bulkti an atau bukti lainnya.

Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi

1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa g

& cetak foto copy, alat tulis kantor, si i, perizinan dan

lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung,/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,

lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa
cetak dan media massa elektronik.

4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain  biaya jasa pembuatan desain alat peraga i i 4 dalam

peraturan yang mengatur tentang Kampanye
5| Penyebaran bahan Kampanye kepada umum intan yang meni i biaya i dan n bahan e yang

dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker fukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai
Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

&) Kegiatan lain yang tidak 1 ilihan dan peraturan p g 1p antara lain kegi waan (pentas seni,

panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye

melalui media sosial

7) Lain-Lain i =selain kegi P terbatas, pertermuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
peny bahan e, dan kegiatan lain yang 1 dan perundang-undangan, seperti hiaya administrasi bank
b. Pengeluaran Modal
1) Pembclian Kendamman diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah harga pasar.
3) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah tersebut harga pasar.

seperti knmputer, inventaris dan lain-lain.
c. Pengeluaran lain-lain diluar operasi dan modal.

Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secam tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam

bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupinh dengan kurs tengah bank
pada tanggal

Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang di Unit berupa berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan

barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan Lain-lain.

Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan

a. Cek list pada kolom 1 apahila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.

b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.

c. Cek list pada kolom 3 apahila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

Padn kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perhu dijelaskan.

Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

Ditandatangani cleh Ketun Tim dan Bendahara Tim sesuni t .

Piliks salah satu
Keterangan tambahan:
Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana K ilampiri dengan Bukti-bukti ; .
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MODEL LADKS-FILFRES I
LOGO PASANGAN
CALON

FEMILIHAN UMUM FRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON ’

TIM EAMPANYE TINGEAT NASIONAL PROVINSI/ TEN/KOTA*) 2
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode sfd -
NO+ URAIAN® JUMLAH HAS (Rp) © JUMLAH NON KAS (Unit) KETERANGAN®

Kas di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan kepada &

Utang

CALON PRESIDEN"!
ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN'"
ttd.
-Nama Lenghkap-

KETUA TIM KEAMPANYE'? BENDAHARA TIM EAMPANYE'?

Cap ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

tid.

Keterangan H
Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden
Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

Diisi dengan periode pembukuan LADK

Diisi dengan no urut

Diisi dengan daftar saldo dana kampanye

CUBW N

Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam
mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi

Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut
dapat diketahui nilai rupishnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar

8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa

11. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat

Ditandatangani oleh Ketua Tim K
*)  pilih salah satu

=t

panye dan Tim K. ye sesuai
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I MODEL LADKG-PILFRES |

LOGOD PASANGAN
CALON

FPEMILIHAN UMUM FRESIDEN DAN WAHKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON 1
TIM EAMPANYE TINGEAT NASIONAL/PROVINSI/EABUPATEN/EKOTA*) -

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KEAMPANYE
TANGGAL ___ 8/D ]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas !
Jabatan : Calon Presiden

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas !
Jabatan : Calon Wakil Presiden

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Ketua Tim Kampanye

4. MNama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode
tanggal sampai *

MENYATAKAN dengan scbenar-benamya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yvang ditetaplean
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkaplan secara kengkap berdasarkan bulkti-bultti dan atau fakta
yvang sebenarnya.

4. Bahwa “scluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia
mempertanggungjawabkannya.

untuk

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN* CALON WAKIL PRESIDEN*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE® BENDAHARA TIM KAMPANYE®
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:
Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
*) Pilih salah satu

NhwUN-
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Nama Pasangan Calon

2018, No.1175

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari

Nama

NOMOR :

__ tanggal

Tempat/tangpal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon ftelepon
genggam aktif
Nomor Identitas

NPWP

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

yang bertanda tangan di bawah ini :

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengilat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebénar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Eeterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon

2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

ttd. Penyumbang

-Nama Lenghkap-
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=)

Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 2

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompolk :

Alamat Kelompaok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebénar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lenghkap-

Heterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyvataan Permyumbang
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Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

LOGD PASANGAN

2018, No.1175

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR :

Pada hari tanggal
MNama Badan Usaha Non
Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian

Nomor Badan Usaha Non
Pemerintah

Mama Direlesi
Alamat Direlcsi

Nomor Telepon/ Telepon
Genggam Abketif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggale pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dar tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

yang bertanda tangan di bawah ini :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebénar-benarnya agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Heterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang

ted. Penyumbang

-Nama Lenghkap-
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MODEL LADK1.HP-FILPRES

LOGD PASANGAN
CALDN

b,

FEMILITHAN UMUM FRESIDEN DAN WAKIL FRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON !
TIM EAMPANYE TINGHAT
NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA™|

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIEAN
Periode sfd

Nama Bank
Nomor Rekening I
Tanggal Pembukaan Rekening I

Saldo Awal Pembukaan : Rp S
NFWF H dan
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®

Pasangan Calon!®

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik [Total
Penerimaan) '*

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan?2

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok'

a. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintakh+

.

Lain-lain !

a. Lain-lain Komitmen!s:

b. Bunga Bank''®

Pengeluaran'®

Pengeluaran Operasit?

a. Pertemuan terbatas'™

b. Pertemuan tatap muka!¥

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik=

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye?!

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umuma22

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®

g- Lain-lain4

ba

Pengeluaran Modalz

a. Pembelian Kendaraan?*
b. Pembelian Peralatan 27

c. Lain-lain®=
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Nomor Uraian Rp | Unit Heterangan

. Pengeluaran Lain-Lain?

a. Pemberian Piutang?®

b. Pembayaran Utang

C. SALDO PER 22

Kaa di Rekening Khusus*

Kas di Bendahara*

Barang*
Tagihan kepada _________ **
Utang>?
CALON PRESIDEN" CALON WAKIL PRESIDEN>®
ttd. - ttd.
-Nama Lenglkap- -Nama Lenghkap-

HETUA TIM EAMPANYE=2®
ttd.
-Nama Lenglkap-

BENDAHARA TIM EAMPANYE2®
ttd.
-Nama Lenghkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diigi dengan Tingkatan Tim Kampanye.

3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

=]

Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan Nomor NFWP Pasangan Calon.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

10. Diisi dengan dana vang berasal dari Pasangan Calon Presiden danm Wakil
Presiden.

11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik vang mengusul Pasangan Calon.
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12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain persecrangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan vang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perssorangan tersebut.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dil

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari pihak lain
vang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diigi dengan jumlah uang/barang/jasa yvang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

16. Total pengeluaran Dana Kampanye.
17. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biava untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/rangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap mulka.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yvang terkait dengan biaya pembuatan [biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yvang
mengatur tentang Kampanye.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayvai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

23. Diisi dengan jumlah pengelusran yang terkait dengan biava untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
[pentas aeni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
scpeda santail), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun|, dan Kampanye melalui media sosial.

24, Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biayva
administrasi bank.

25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus
Dana kampanye per akhir periode LADK.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada seclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya.

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang terscbut berdasarkan harga pasar
(per tanggal akhir periode pelaporan LADK).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir
periode pelaporan LADK.

Ditandatangani olch Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat
Pusat.

Ditandatangani olech Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye
sesuai tingkatannya.

Pilih salah satu
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|| mooeL Lavkz e pupses |
| LocoPasancan caron
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON :
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA®) :
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
Periode tanggal sid

. Jumlah Sumbangan Bentuk Sumbangan * Nomor Rekening Nomor Rekening .

No.' | Tanggal . — Asal Sumbangan *| 7 bang’ Penerima’ Bukti'' | Keterangan'®
Rp) ™ Unit*™ | Tunai ™ | Barang ™ | Jasa nyumbang merima
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[ LOGO PASANGAN CALON ]

2018, No.1175

TIM KAMF /HABUPATEN/KOTA*| -
DAFTAR PERERIMAAN EUMBARGAN DANA HAMPANVE HASIL PERBATRAN
PERIODE sid »
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
wO mm UANG BARANG * Jasa ® HKETERANGAN "
[Bp.) [Bp.| > [Unit) * mp)® [Bamtuk) =
1
3 |Sumba
4
b dst
b dst
TotaL TOTAL TOTAL ¥

Hetemagan :
Laporan ini diswsun oleh Calon Presiden dan Walkil Presiden

| Fresiden
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Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananys berasal dari keuangan Partai Politik ateu Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

a. Dusi dengan nama Partas Politik beserta nilai penerimaannya
b. Ditsi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

Diisi dengan jumlah sumbangsn Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pibak kin perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat difbung fktid)
d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokak Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak kain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok

& Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (akeif]
d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelampok
Diisi dengan sumbangan yang berasal dari badan Usal

sesuai identitas

2. Diisi dengan nama badan Usaba Ner Pemerintah penyumbang

b Diisi dengan alamat penyumbang

¢ Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat ditnbung jaktd)

d Dasi dengan nomar identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian hadan Usaba Non Pemerintah
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Noo Pemerintah

Diisi dengan total kesehuruhan penerimaan sumbangen Dona Kampanye yang diterima Pasangan Calon
Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat

Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

*pilih salah st

LOGO PASANGAN CALON

badan Usaha Non Pemerintah.

FPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON
TIM EAMPANYE TINGEKAT NASIONAL PROVINSI/EABUPATEN/KOTA®)

|| MODEL LADK4. HP-PILPRES ||

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

KETUA TIM KAMPANYE®**

-Nama Lenghap-

PERIODE s8/D 2
Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran &
No. Tanggal® | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas (Rp) Keterangan!!
(UnitP Tios ) 3
CALON PRESIDEN:= CALON WAKIL PRESIDEN12
ttd. tid.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghap-

BENDAHARA TIM EAMPANYE:*
ttd.
-Nama Lenghap-
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Heterangan :
Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

Aamoew N

11
. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
13.

Dhiisi mama Calon yang kan Dana

Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

Diisi dengan periode pembukian LADK.

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang kan adanya Dana dapat berupa kwitansi, bukti tranafer, bukti luaran atau bukti I lainnya.
Diiai dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, tra i, b i, 1 dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, i, k i i dan

lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elekironik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan [biaya produksi) iklan Media massa
cetak dan media massa elekironik.

4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain  biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
peraturan yang mengatur tentang Kampanye

5) Penyebaran bahan Kampanye Kepada umum b kegi yang i biaya i dan baran bahan e yang
dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker fukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai
Peraturan KPU yang mengaturs tentang Kampanye.

B) Kegiatan lain yang tidak 1 L ilihan dan peraturan perundang-und kup antara lain kebud, ipentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga [gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial {bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial

7) Lain-Lain t kesi 1L selain kegi = terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyeb bahan dan it lain yang tidak L dan perundang-und, seperti biaya administrasi bank
b. Pengeluaran Modal
1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah i tersebut berd. kan harga pasar.
2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah 1 tersebut berd, harga pasar. bel |
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
. Pengeluaran lain-lain diluar operasi dan modal.

Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam

bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata vang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank
d pada tanggal

Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang Unit berupa berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan

barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.

Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain,

. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dasi modal.

¢. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Ditandatangani oleh Ketua Tim dan Tim sesuai ti

Pilih salah satu

Keterangan tambahan:

Daftar itas dan Dana K iri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
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LOGO PASANGAN

CALON

I MODEL LADKS.HP-PILPRES I|

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON

TIM KEAMPANYE TINGEAT NASIONAL PROVINSI/EABUPATEN/KOTAY = =
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
Periode  sfd 7
NO* URAIAN® JUMLAH KAS (Rp) JUMLAH NON KAS (Unit)” EKETERANGAN"

Has di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan kepada .

Utang!

CALON PRESIDEN"!
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE!
thd.
-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

P BN

N

Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden
Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan no urut

Diisi dengan daftar saldo dana kampa;

CALON WAKIL PRESIDEN'"
ttd.
-Nama Lenghkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE'?
ttd.
-Nama Lengkap-

Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam

mats uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi

Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus

dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
a kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

1 jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain

1 jumlah utang berupa uang/barang/jasa

Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat

Ditandatangani oleh Ketua Tim K ye dan Tim K ye sesuai tingkats

pilih salah satu

disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut
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I MODEL LADKG6.HP-PILFRES I

LOGOD PASANGAN
CALON

FPEMILIHAN UMUM FRESIDEN DAN WAHKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON 1
TIM EAMPANYE TINGEAT NASIONAL/PROVINSI/EABUPATEN/EKOTA*) -

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA HAMPANYE HASIL PERBAIKAN
TANGGAL ___ 8/D ]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas !
Jabatan : Calon Presiden

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas !
Jabatan : Calon Wakil Presiden

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Ketua Tim Kampanye

4. MNama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode
tanggal sampai *

MENYATAKAN dengan scbenar-benamya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yvang ditetaplean
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkaplan secara kengkap berdasarkan bulkti-bultti dan atau fakta
yvang sebenarnya.

4. Bahwa “scluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah secsuai

www.peraturan.go.id
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia
mempertanggungjawabkannya.

untuk

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN* CALON WAKIL PRESIDEN*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE® BENDAHARA TIM KAMPANYE®
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:
Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
*) Pilih salah satu

NhwUN-
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MODEL LADK1-PARPOL

LOGD PARTAI
POLITIE

b,

NAMA PARTAI POLITIE

PEMILITHAN UMUM ANGGOTA DPFR/DFRD PROVINEI/DFRD KABUPATEN/EKOTA®)
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/HOTA*) x

LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE
Periode s/d 1

Nama Bank
Nomor Rekening I
Tanggal Pembukaan Rekening I

Saldo Awal Pembukaan : Rp o
NFWF H &
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®
L. Partai Politik
2. Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DFRD
Kabupaten/Kota*) [Total Penerimaan) !
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan?2
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok'
a. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintakh+
6. Lain-lain *
a. Lain-lain Komitmen!ss
b. Bunga Bank''®
B. Pengeluaran'®
L. Pengeluaran Operasit?
a. Pertemuan terbatas'™
b. Pertemuan tatap mubkat
c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronilk=
d. Pembuatan desain alat peraga kampanye?!
Penyebaran bahan kampanye kepada
umim??
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®**
g- Lain-lain®
2. Pengeluaran Modal?
a. Pembelian Kendaraan®*
b. Pembelian Peralatan 27

www.peraturan.go.id
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Nomor Uraian Rp | Unit Heterangan

c. Lain-lain==

3. Pengeluaran Lain-Lain?®

a. Pemberian Piutang™

b. Pembayaran Utang?

c. SALDO PER_ =

Kas di Rekening Khusus™

Kas di Bendahara3*

Barang™

Tagihan kepada %

Utang™™

HETUA UMUM/HETUA"
ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lenghkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

Diisi nama Provinsi/ Kabupaten {Kota dacrah pemilihan sesuai tingleatan.

Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

g oW

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.

e u

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.

=]

Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye

Diigi dengan NPWF Partai Politik.

k

9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

10. Diisi dengan jumlah dana yvang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum.

11. Diisi dengan jumlah dana vang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD
Provinsif DFRD Kabupaten /Kota®*).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemiliban yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh
pihak lain persecrangan tersebut.
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14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

23,

26.

27.

_51-

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan usaha non pemerintah.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
vang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yvang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

Total Pengeluaran Dana Kampanye.
Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biava sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, fofo copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap mula. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biava
produksi] iklan Media massa cetak dan media masaa elektronik.

Diigi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye scbagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyvebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai
Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yvang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
pancn raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santal, sepeda
santai], kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahunj, dan
Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan  terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penycbaran bahan kampanve, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yvang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah /banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah

peralatan  terscbut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.
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28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan
LADK.

33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rckening tersebut per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan
LADK)

35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal akhir periode pelaporan LADK).

36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode
pelaporan LADK.

*) pilih salah satu
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LOGO PARTAI POLITIK |

DEWAN PIMPINAN TINGHAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/EOTA"] :
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

. . Jumlah Sumbangan * Bentuk Sumbangan .| Nomor Rekening Nomor Rekening . -
No.' | Tanggal . g | asal ) . Bukti'' | Keterangan'
[Rp) = Unit ** | Tunai™ | Barang™ | Jasa TERY M
e,

KETUA Ul

s ke da
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[ LOGO PARTAI POLITIE ]

NAMA PARTAI POLITIE .
FPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPRD PROVINS]/ DFRD HABUPATEN/KOTA®
DEWAN PIMFINAN TINGHAT PUSAT /PROVINSI/ HABUPATEN/ HOTA®] =

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE s/d

BENTUK SUMBANGAN DANA HAMPANYE
ASAL SUMBANGAN . . . JUMLAH
DAKA KAMPANYE DANG EamawG i Ry

m.l EE 1™ CM - E.F = |Bentuk) =

§O KETERARGAN *

TOTAL

)

(s
N
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12 ing berasal dari sumbangan paak lain kelompok sesuai identitas peryumbarg kelompok

2 Diisi dengan nama kelompek peryumbang

b. Disi dengan alamat k ang

c. Diisi dergan No tefp k mbang yang dapat dilubung (aktif)

d Disi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi derggan Neaee Pokok Wajib Pajak permimpin kelompok
13 Diisi dengan sumba yang berasal dari b badan Usaha Non sesuai identitas penyumbang badan Usaha Nen Pemerintah

dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumshang

c. Diisi dengan N Pemerintah yang dapat dhubung (ktif

d Disi dengan peryumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah

e. Diisi dengan Ne Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14 Diisi dengen total k shan penerimaan sumbangan Dana Ksmparye yang diterma
*)  Pilih salsh satu

|I MODEL LADH4-PARPOL I
[ LOGO PARTAI POLITIE ]
NAMA PARTAI POLITIEK =
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPFRD PROVINSI/DPRD EABUPATEN/KOTA*]
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/HOTA®| 2
DAFTAR AKTIVITAS FENGELUARAN DANA KEAMPANYE
FERIODE 8/D 2
Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 10
Wo.* | Tanggal | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas™ Jumlah Kas (Rp)® - — — Keterangan'®
(Unit)® s =
KETUA UMUM/KETUA*) ARA UMUM/ ARA*)
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Heterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota daerah pemilihan.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa
pengeluaran lainnya.

LR

kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti
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Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi

1} Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi,
perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi,
konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3] Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi)
iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

4] Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye scbagaimana
dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye

5] Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan
Kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker [ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug,
dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai], kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari
ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muks, pembuatan iklan media masa, pembuatan
desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan,
seperti biaya administrasi bank

b. Pengeluaran Modal

1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
n Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar.
Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang
harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata
uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indoncsia pada tanggal transaksi.
Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan
dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan
jasa terscbut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

A. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Filih salah satu.

‘I MODEL LADKS-PARPOL I
LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI FOLITIK. !

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DFRD FROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGHEAT FUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode sfd a

NO+ URAIAN® JUMLAH HAS (Rp) © JUMLAH NON KAS (Unit) KETERANGAN®
Kas di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang
Tagihan kepada i
Utang'"

KETUA UMUM/EKETUA®) BENDAHARA UMUM/BENDAHARA®)
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghkap-

Keterangan H

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

dengan nama Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah pemilihan.
dengan periode pembukuan LADK

dengan no urut.

Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.

Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam

mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut
dapat diketahui nilai rupiahmnya, maka sajikan juga nilsi rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

B. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

9. Diisi dengan jumlah uang,/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang//jasa.

‘) Pilih salah satu.
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_57-
I MODEL LADK&6-PARFPOL |
LOGO PARTAI
FOLITIK

NAMA PARTAI POLITIE !

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DFRD PROVINSI/DPRD HABUPATEN/HKOTA®)
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/HKOTA*) 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL  S8S/D_ =

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama }

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan ! Ketua Umum Ketua®)

2. MNama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Bendahara Umum/ Bendahara®)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai >

MENYATAKAN dengan scbenar-benamya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman vang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun
— dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa “scluruh penecrimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan vang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan imi, berasdia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/EKETUA*) - BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd. ' ' ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghap-

HKeterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:
1. Diisi dengan nama Partai Politik

2. Pilih salah satu

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

*]  Filih salah satu
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MODEL LADKT-PARPOL I

HAMA PARTAI POLITIE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPFRD KABUPATEN/KOTA")
DEWAN PIMPINAN TINGHAT PUSAT [FROVINEL/ EABUPATEN /HOTA") o
Mam. nAngRota DPROPAD Provires/DPAD Kabupatenyata®]
MNama Daerah Pemillhan
NPWP
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMCATATAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DFAD PROVINS/DFRD KABUPATEN,KOTA"]
Perlode darl tanggal ... . s/ tanggal ... .
Uralan Rg Uit Keterangan
I TOTAL PENERIMAAN " Fp
L Ro
FE
FE
R
2. JPartal Polti Ro
3 Liang™ (i
Fp
Fp
Rp
lamis Pangsiuaran) FE
o st R
FE F
e |

CALON ANSGEOTA DPR/DFRD PROVING]/DPRD KABLIPATEM,EOTA®]
tid
nama kngkap -

Keterangan :

a DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabipa
#ota DPR/DPRD Provins/ DPRD Kabupates

1 dilaloulcan calon anggots DFR/DPRD Provins /DPRD Kabupaten /Kota®)

ikurangl pengeluaran)

salals aaru
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LOGD PARTAI
POLITIE

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN /KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGEKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR : 3

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat /tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon / telepon
genggam aktif

Nomor ldentitas

NPWP

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggalk pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dan tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengilcat.

2018, No.1175

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik

2. Diisi dengan Nama Dacrah Pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*}  Pilih salah satu.
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA®)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) 2

NOMOR : -

Pada han tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok $
Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

an

Diisi dengan Nama Partai Politik

Diisi dengan Nama dacrah pemilihan

Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*) Pilih salah satu.

E

W -
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[

LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2018, No.1175

ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yvang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Badan Usaha Non
Pemerintah
Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian

NPWP Badan Usaha Non
Pemerintah

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif

Nama

Pemegang Saham

Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pérnyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Eeterangan:

WN -

Diisi dengan Nama Partai Politik

Diisi dengan Nama dacrah pemilihan

Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

Pilih salah satu.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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MODEL LADK1.HP-PARPOL

LOGD PARTAI
POLITIE

b,

NAMA PARTAI POLITIE

PEMILITHAN UMUM ANGGOTA DPFR/DFRD PROVINEI/DFRD KABUPATEN/EKOTA®)
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/HOTA*) x

LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE HASIL PERBAITEAN
Periode s/d 1

Nama Bank
Nomor Rekening I
Tanggal Pembukaan Rekening I

Saldo Awal Pembukaan : Rp o
NFWF H &
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®
L. Partai Politik
2. Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DFRD
Kabupaten/Kota*) [Total Penerimaan) !
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan?2
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok'
a. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintakh+
6. Lain-lain *
a. Lain-lain Komitmen!ss
b. Bunga Bank''®
B. Pengeluaran'®
L. Pengeluaran Operasit?
a. Pertemuan terbatas'™
b. Pertemuan tatap mubkat
c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cectak dan media massa elektronilk=
d. Pembuatan desain alat peraga kampanye?!
Penyebaran bahan kampanye kepada
umim??
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®**
g- Lain-lain®
2. Pengeluaran Modal?
a. Pembelian Kendaraan®*
b. Pembelian Peralatan 27

www.peraturan.go.id
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Nomor Uraian Rp | Unit Heterangan

c. Lain-lain==

3. Pengeluaran Lain-Lain?®

a. Pemberian Piutang™

b. Pembayaran Utang?

C. SALDO PER_____ 32

Kas di Rekening Khusus™

Kas di Bendaharas#

Barang™

Tagihan kepada %

Utang™™

HETUA UMUM/HETUA"
ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lenghkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

Diisi nama Provinsi/ Kabupaten {Kota dacrah pemilihan sesuai tingleatan.

Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

g oW

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.

e u

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.

=]

Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye

Diigi dengan NPWF Partai Politik.

k

9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

10. Diisi dengan jumlah dana yvang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum.

11. Diisi dengan jumlah dana vang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD
Provinsif DFRD Kabupaten /Kota®*).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemiliban yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh
pihak lain persecrangan tersebut.
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13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan usaha non pemerintah.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
vang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yvang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biava sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, fofo copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap mula. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biava
produksi] iklan Media massa cetak dan media masaa elektronik.

21. Diigi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye scbagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

22, Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai
Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
pancn raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santal, sepeda
santai], kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahunj, dan
Kampanye melalui media sosial.

24, Diisi dengan jumlah pengeluaran selain  kegiatan pertemuan  terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penycbaran bahan kampanve, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

27. Diisi dengan jumlah fbanyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan  terscbut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.
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Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan
LADK.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rckening tersebut per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada seclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan
LADK)

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal akhir periode pelaporan LADK).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode
pelaporan LADK.

pilih salah satu
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" MODEL LADKZ. HF-PARFOL

[ 1ocorartarroumk |

NAMA PARTAI POLITIK _

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINEI/DPRD EABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/EOTA®) __ *
LAPORAN PENERIMAAN SUMEBANGAN DANA HAMPANYE HASIL PERBAIHAN

. . Jumlah Sumbangan * Bentuk Sumbangan . | Nomor Rekening Nomor Rekening . .
No." | Tanggal - - —1 Asal Penyumbang’ Penerima™ Bukti | Keterangan =
|Rp) Unit" | Tunai™ | Barang™ | Jasa
K
cap )
2 DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten /Kota®)
2 bentuk barang ang telah diko

riye (sumbangan tuna

www.peraturan.go.id



67 2018, No.1175

MODEL LADK3 HF-PARFOL
LOGO PARTAI POLITIK —————————SE

NAMA PARTAI POLITIE .
FPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPRD PROVINS]/ DFRD HABUPATEN/KOTA®
DEWAN PIMFINAN TINGHAT PUSAT /PROVINSI/ HABUPATEN/ HOTA®] =

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAILAN
PERIODE s/d *

ASAL SUMBANGAN . r . JUMLAH
b DAKA KAMPANYE UANG RamamG s mp "
(Rp.) mp) - {Unit] = [Rp1 ™ (Bentuk)

EETERANGAN *
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Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan phak lain kelompok sesuai identitas peryumbang kelompok
a Diisi dengan nama kelompok penyumbang
gan alamat kelompok penyumbang

<. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat ditubungi faktif]
d. Dasi in No identitas pemimpin kelompok

. Diisi dengan Nomor Pakak Wajib Pajak pemimpin kelompok
3 Diisi dengan sumbangen yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Ussha Non Pemerintah

a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
b. Disi dengan alamat penyursbang

c. Diis i No telepan pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubung fakti)

d. Disi dengan namor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah
. Diisi dengan Namar Pokok Wajib Pajak badan Usaba Noa Pemerintah

=

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

“| Pilih salah satu

|I MODEL LADE4.HP-PARPOL I|

[ LOGO PARTAI POLITIK ]

NAMA PARTAI POLITIE -

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPRD PROVINSI/DFRD EABUPATEN/KOTA*)
DEWAN FIMPINAN TINGKAT FUSAT/PROVINSI/KABUFPATEN/KOTA*) =

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIEAN
P

ERIODE ____8/D____ 3
Jumlah Nom Kas Klagifikasi Pengeliaran 19
No. * | Tanggal®* | Bukti Pengeluaran® Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas [Rp)® K gan'!
(Unit)* 1t Fim T
KETUA UMUM/KETUA*) ARA UMUM/ HARA®)
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghkap-
Heterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

PO -

Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.

Diisi dengan periode pembulouan LADK.

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti
pengeluaran lainnya.

www.peraturan.go.id
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7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi

1} Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi,
perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

2} Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi,
konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3} Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain  biaya pembuatan (biaya produksi)
iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

4] Pembuatan desain alat peraga kampanyc mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye schagaimana
dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye

5] Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penycbaran bahan
Kampanye yang dibiayai olch Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker [ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug,
dan kartu nama, scsuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

6] Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari
ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

7} Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan perternuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan
desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan,
seperti biaya administrasi bank

b. Pengeluaran Modal
1} Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
n Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan terscbut berdasarkan harga pasar.
Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan sccara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang
harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata
uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indoncsia pada tanggal transaksi.

9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan
dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa terscbut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan
jasa terscbut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, scwa panggung, transportasi, dan lain-lain.

10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolom | apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
c. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

11. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

*]  Pilih salah satu.

|| MODEL LADKS.HP-PARPOL ||
LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI FOLITIK. !

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DFRD FROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGHEAT FUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIEAN

Periode ____ sfd_____ =
NO# URAIAN® JUMLAH KAS Rp) © JUMLAH NORN KAS [Unit) EETERANGAN*®
Kas di Rekening Khusus
Kas di Bendahara
Barang
Tagihan kepada i
Utang'®
KETUA UMUM/KETUA?) BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
-Nama Lengkap- - -Nama Lenghkap-

Keterangan H

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

dengan nama Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah pemilihan.
dengan periode pembukuan LADK

dengan no urut.

Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.

Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam

mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan bamang tersebut. Jika barang tersebut
dapat diketahui nilai rupishnya, maka sajikan juga nilsi rupish barang tersebut berdasarkan harga pasar.

B. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

9. Diisi dengan jumlah uang,/barang jasa yang terdapat pada pihak lain.

10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang//jasa.

‘) Pilih salah satu.

www.peraturan.go.id



2018, No.1175

-70-
I MODEL LADK6.HP-PARPOL l
LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIE !

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DFRD PROVINSI/DPRD HABUPATEN/HKOTA®)
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/HKOTA*) 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA HAMPANYE HASIL FERBAIEAN
TANGGAL  S8S/D_ =

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama }

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan ! Ketua Umum Ketua®)

2. MNama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Bendahara Umum/ Bendahara®)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai >

MENYATAKAN dengan scbenar-benamya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman vang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun
— dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa “scluruh penecrimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan vang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan imi, berasdia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*) - BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd. ' ' ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghap-

HKeterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:
1. Diisi dengan nama Partai Politik

2. Pilih salah satu

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

*]  Filih salah satu
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I MODEL LADKT. HP-PARPOL ||

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPFRD HABUPATEN/KOTA*)
DEWAN FIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINS]/ KABUPATEN /EOTA®) *

Nama Calon Anggots DFR/DPRD Provinsl/DFRD Kabupaton/Kota*)
Nama Daarah Pemilihan
NPWF

LAPORAN AWAL DANA KAMFANYE

PEMCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGEOTA DPR/DPAD PROVIMS/DPRD KABUPATEM/KOTA®] HASIL PERBAIKAN
!

Periode darl tanggal sfd tanggal
Uralan Rp Uit Keterangan
I TOTAL PENERIMAAN ' e
1. Jpribadi Calon [
. Uarg™ [ J—
b Barang ™ [ —
e Jasa™ | -
2. JPartai Politik * [ —
2. Uang ™ ...
b. Barang™ AP ...
. Jasa™ [i1J—
IL_TOTAL PENGELUARAN = i
a. Uanis Pangeluaran] [ —
b Dt i —
. saipo! Rp
Juang™ Rp ...
e L]

'R/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota *

i deny

ok Wajib Pajak Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DF
Laporan Awal Dana Kam

) Kabupaten/Kota *|

nye

aan yang diterima

ribadi calon

ibadi calon anggota Anggy

El tai politik
al dari Partai Politik yang berupa u
dari Partai Politik yang berupa barang
9c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Palitik yang berupa jasa
10 Total keselu Pengelun:
ngan jenis pe g dilakukan calon anggota Anggota DPR/DPRD Pr

1 miah saldo (penerimaan dikurangi pengehuaran)

an sisa saldo yang berupa uang

saldo y eTupa bar

"

CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DFRD KABUPATEN/KOTA®]

ttd

nama lengiap

n/Kota %)

insi/ DPRD Kabupaten/Kata *)
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I MODEL LADHE1-DFD l

.

h,

NAMA CALON _ !
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSI 2

LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE

Periode sfd

Nama Bank L

Nomor Rekening - S

Tanggal Pembukaan Rekening :_ =

Saldo Awal Pembukaan iRp 00

NFWP N

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®

Calon Anggota DPD?

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!?
3. Sumbangan Pihak Lain Kelompok'
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah!2
3. Lain-lain '4
8. Lain-lain Komitmen!#
b. Bunga Bank'"
B. Pengeluaran'®
L. Pengeluaran Operasite

a. Pertemuan terbatas'”

b. Pertemuan tatap muka:s

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik’

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye2"

Penyebaran bahan kampanye kepada
LA

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®

E. Lain-lain=*

b

Pengeluaran Modal24

a. Pembelian Kendaraan?®®

b. Pembelian Peralatan 2=

c. Lain-lain®*
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Nomor Uraian Rp | Unit KHeterangan

3 Pengeluaran Lain-Lain2s

a. Pemberian Piutang™

b. Pembayaran Utang®

c. SALDO PER =

Kas di Rekening Khusus*?

Kas di Bendahara3s

Barang™
Tagihan kepada 22
Utang®*
CALON ANGGOTA DFD
ttd.
-Nama Lenghkap-
Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPFD
1. Diisi nama Calon Anggota DFD.

2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.

3. Diisi dengan Periode pembulkuan LADE.

4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DFD.

6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

=]

Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan REDEK.

8. Diisi dengan Nomor NPWF Calon Anggota DPD.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan.

10. Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yvang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha nonpemerintah.
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14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yvang berasal dari pihak lain
yvang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan [biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biayva untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kempanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon
Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang
Kampanye.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
|pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga |gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yvang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

24. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

25. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.
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33.

34.

35.

36.

_75-

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir
periode pelaporan LADK).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal akhir periode pelaporan LADK).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir
periode pelaporan LADK.
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FAMACALON !
PEMILIHAK UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSL __ *

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA EAMPANYE
Periode tanggal  sfd

. ~ Jumlah Sumbangan ° Bentuk Sumbangan . Nomor Rekening Nomor Rekening
No. | Tanggal Asal

(Rp) Unit* | Tunai™| Barang™ | Jasa™ Penyumbang il

Keterangan'

angan :

an ini disusun oleh Calon Anggota DPD

n nama Calon

deng:
Diisi dengan Ju

iah (termasuk sumbs n dalam bentuk ba

sikonversi ke dalam rup

Diisi dengan Ju
d k sumbangan Dana Kampanye ya
Diisi dengan bentul s

Diisi dengan bentuk

barang

a jasa
gan Dana

namar rekening penerim
1 : Bukti sumbangan Dana Ka
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PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
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MODEL LADE3.DFD

PROVINST
arTan Bama
PEmIODE a4 *
HENTUN SUMBANGAN DARA RAMPANTE
AzaL samANGAN - - - s an ,
e DaNA KAMPANYE uANG BAMANG JazA —r KETERANGAN
mal =~ [ =l atun’™

P, BPWP Pla

Katerangan :
Laparan tnl disusun clsh Calon Anggsts DPD

www.peraturan.go.id



2018, No.1175 g

|I MODEL LADKE4-DFD I

NAMA CALON 1
FPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSI 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KEAMPANYE

PERIODE 5/D a
Jumlah Kon Kas Klasifikasi Pengeluaran '
No.* | Tanggal® | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas (Rp)® K u
(Unit)* 110 Do Bl

Heterangan :
Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan no urut kegiatan.
Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
Diisi dengan nomor bukti yang jukan adanya Dana K dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bulti haaran atau bukti Lainnya.
Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi
1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, i, 1 i, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap mulka.
3) PembuatanProduksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produlsi) iklan Media massa
cetak dan media massa elektronik.
4) Pembuatan desain alat peragn kampanye mencakup transaksi antara lain  binya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
peraturan yang mengatur tentang Kampanye
5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum kup kegi yang menimbulkan i, termasuk binya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang
dibiayai oleh Calon Anggota DPD, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker fukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai
Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lnin kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial {bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye

Hmm s

melalui media :osm]

7) Lain-Lain mu i per selain kegiat. pemmuun terbatas, p:n:muﬂn. tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan kampanye, dan kegintan lain yang tidak dan p per seperti biaya administrasi bank
b. Pengeluaran Modal
1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah ) tersebut kan harga pasar.

3) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupish peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti knmputer, inventaris dan lain-lain.
. Pengeluaran lain-lain diluar operasi dan modal.

& Diisi dengan nilai rupinh pengeluaran yang dikeluarkan secam tunai dan /atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp {Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam
bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank
Indonesia pada tanggal

9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang /jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaman berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan
barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupishnya, maka sajiken juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan Lain-lain.

10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.

b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.

c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

Padn Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang periu dijelaskan.

11.
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MODEL LADKS-DFD
LOGO CALON

NAMA CALON ——

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
FPROVINSI 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode  sfd_ 7

NO* URAIAN" JUMLAH KAS (Rp) JUMLAH NON KAS (Unit)”™ EKETERANGAN"

Kas di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan kepada .

Utang'

CALON ANGGOTA DFD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

Diisi nama Calon Anggota DPD.
Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
Diiei dengan periode pembukuan LADK
Diisi dengan no urit.
Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uwang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam
mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut
dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rapiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

. Diisi dengan jumlah uang/barang)jasa yang terdapat pada pihak lain.

10. Diigi dengan jumlah utang berupa uang/barangjasa.

-

sw
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NAMA CALON =3
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI = °

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____S/D____°

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .

Alamat

Nomor Identitas 2

Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal _ sampai dengan
3

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

l. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.

2. Bahwa laporan terscbut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa scluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan sclama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa “scluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON ANGGOTA DPD

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD
2. Diisi dengan nama provinsi dacrah pemilihan
3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
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)

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI s

NOMOR : .

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
NPWP

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keteranzan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi dacrah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI 2

NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah im :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor ldentitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (alktif)

NPWP

Nama Pimpinan Kelompolk
Alamat Pimpinan Kelompolk
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-
Keterangan:
1. Dvisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi dacrah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yvang bertanda tangan di bawah im :
MNama Badan Usaha Non
Pemerintah
Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian

NPWP Badan Usaha Non
Pemerintah

MNama Direlesi

Alamat Direlcsi

Nomor Telepon/ Telepon

Genggam Alctif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggal pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengilat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebeénar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ted. Penyumbang

-Nama Lenghkap-
Heterangan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinai daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang
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MODEL LADH1. PD

LOGO CALON ]

b,

NAMA CALON !
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

Periode sfd
Nama Bank
Nomor Rekening
Tanggal Pembukaan Rekening
Saldo Awal Pembukaan : Rp
NFWF H H
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®
L. Calon Anggota DPD™
2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan??
3. Sumbangan Pihak Lain Kelompok'™
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah!2
3. Lain-lain '4
a. Lain-lain Komitmen!=
b. Bunga Bank'"
B. Pengeluaran'®
L. Pengeluaran Operasite
a. Pertemuan terbatas'™
b. Pertemuan tatap mukats
c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronilc™
d. Pembuatan desain alat peraga kampanyet
Penyebaran bahan kampanye kepada
it
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®
g. Lain-lain=*
2. Pengeluaran Modal24
a. Pembelian Kendaraan?
b. Pembelian Peralatan 2=
c. Lain-lain®™
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Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

Pengeluaran Lain-Lain?*

a. Pemberian Piutang™

b. Pembayaran Utang

C. SALDO PER 3
Kas di Rekening Khusus™
Kas di Bendahara™
Barang™
Tagihankepada _____ »
Utang™
CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.

2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.

3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.

7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan RKDK.

8. Diisi dengan Nomor NPWP Calon Anggota DPD.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan.

10. Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain perseorangan. Sumbangan dalam Kkategori ini termasuk pembiayaan Kkegiatan
Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain
perseorangan tersebut.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan dil

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain badan usaha nonpemerintah.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang
tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uvang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada
nasabah atas dana vang disimpan di bank

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.

17. Diisi dengan jumiah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas

meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,

alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas.
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18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran
terkait dengan aktivitas tatap muka.

19, Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi)
iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat
peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengaiur tentang
Kampanye.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

22, Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser
musik), kegiatan olah raga [gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar,
donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap
muka, permbuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan
kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan
perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

24, Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

25. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,
imventaris dan Lain-lain.

27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan

berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

Ddisi dengan jumlah vang/barangjasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang fjasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diigi dengan jumlah danafuang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal

akhir periode pelaporan LADK.

Diigi dengan jumlah uang [Rp) yang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir periode

pelaporan LADK).

34. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar [per
tanggal akhir periode pelaporan LADE).

35. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir
periode pelaporan LADK.

36. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode
pelaporan LADK.

NEBEE

&
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LOGO CALON ]
L
FAMACALON !
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSL __ *

LAPORAN FENERIMAAN SUMBANGAN DANA HAMPANYE HASIL PERBAIHAN
Periode tanggal  sfd

. ~ Jumlah Sumbangan ° Bentuk Sumbangan . Nomor Rekening Nomor Rekening
No. | Tanggal Asal

(Rp) Unit* | Tunai™| Barang™ | Jasa™ Penyumbang il

Keterangan'

angan :

an ini disusun oleh Calon Anggota DPD

n nama Calon

deng:
Diisi dengan Ju
Diisi dengan Ju

iah (termasuk sumbs n dalam bentuk ba

sikonversi ke dalam rup

d k sumbangan Dana Kampanye ya
Diisi dengan bentul s

Diisi dengan bentuk tampanye berupa barang
a jasa
gan Dana

namar rekening penerim

bangan Dana Kampanye(sumbang
11 : Bukti sumbangan Dana Ka {bukti transfer, nota barang, dl
: Kampanye
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MODEL LADK3. HP-DFD
LOGO CALON —_— 1

NAMA CALON '
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINST *

DAFTAR DARA masL

PEMIODE __ ara

BENTUK SUMBANGAN DARA KAMPANTE
ASAL SUMBANGAN = o e AN -
DANA KAMPANYE BARA . HETERANGAN

"
Mo mp fmi™ = i

Katerangan :
Laparan tnl disusun clsh Calon Anggsts DPD
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[ - J |I MODEL LADE4.HPF-DFD I
NAMA CALON 1

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSI 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HABIL PERBAIKAN

PERIODE ____ 8/D .
Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 1%
No.+ | Tanggal® | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas (Rp]* e
(Unitf Troe T e

Heterangan :
Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembubkiian LADE.

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang jukan adanya Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti tranafer, bukti an atau bukti lainnya.
Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa
cetak dan media massa elektronik.

4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
peraturan yang mengatur tentang Kampanye

5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum kegiatan yang imbulkan t i, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang
dubmym oleh Calon Anggota DPD, antara lain biaya hahan Kampam.le berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai
Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial

7 la.in-la.in p t i per selain kegiatan peﬂemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan :k.lan media masa, pembuatan desain alat peraga,

bahan ve, dan i lain yang tidak dan p perundang- seperti biaya administrasi bank
. Penge-lua.r‘a.r\ Maodal

1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

. Pengeluaran lain-lain diluar 1 operasi dan maodal.

8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan seeara tunai dan fataw konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam
hemul( mata uang Rupiah. Apabua terdapat mata wang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata vang Rupiah dengan kurs tengah bank

ia pada tanggal

9. Diisi dengnnjum]an safuan unit pengeluaran berupa barang (jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan
barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rapiahnyva, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan Llain-lain.

10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal darsi pengeluaran operasi.

b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.

. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan._

HEm s

-3

11.
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MODEL LADKS.HP-DFD
LOGO CALON

NAMA CALON —"
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
FPROVINSI 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
Periode  sfd_ 7

NO* URAIAN" JUMLAH KAS (Rp) JUMLAH NON KAS (Unit)”™ EKETERANGAN"

Kas di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan kepada .

Utang'

CALON ANGGOTA DFD

Cap ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun eleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.

2. Diisi dengan nama Provinei daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK

4. Diigi dengan no urut.

5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.

6

Diisi dengan nilai rupish apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apahila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk kenversi mata uang tersebut ke dalam
mata uang Rupiah dengan lurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut
dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rapiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
. Diisi dengan jumlah uang/barang)/jasa yang terdapat pada pihak lain.
10. Diigi dengan jumlah utang berupa uang/barangjasa.

www.peraturan.go.id
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I MODEL LADKG.HP-DPFD |

[

NAMA CALON )
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSI 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
TANGGAL ____ s8/D___ °

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Angpgota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal
sampai dengan .

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota
DFD.

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman
yvang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor _ Tahun __ dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama
periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan® bukan darifuntuk tindak pidana dan atau
kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah
sesuai peraturan perundang-undangan vang berlaku, termasuk kewajiban
perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakulkan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan yang telah dizajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia
untuk mempertanggungjawabkannya.

www.peraturan.go.id



2018, No.1175 90

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

)

CALON ANGGOTA DPD
‘ ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:
1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD

2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan

3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

TTD

ARIEF BUDIMAN

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

B

Formulir Model
LPSDKI1-PILPRES
Formulir Model
LPSDK2- PILPRES
Formulir Model
LPSDK3- PILPRES

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang

Pemerintah

Pihak Lain Badan Usaha Non

FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1.

Formulir Model
LPSDK1-PARPOL
Formulir Model
LPSDK2-PARPOL
Formulir Model
LPSDK3-PARPOL

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye

www.peraturan.go.id
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-2
4. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon
LPSDK4-PARPOL Anggota DPR/DFRD Provinsi/DPRD
Kabupaten / Kota

5. SBurat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFPFD

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-DPD Kampanye

2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDKZ2-DPD Kampanye;

3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK3-DPD Laporan Awal Dana Kampanye

4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Femerintah

www.peraturan.go.id
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LOGO PABANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON 1
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINS]/ KABUPATEN KOTA®)
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal sfd

2018, No.1175

|I MODEL LPSDH 1-FILFRES I

Nomor Rekening

Jumiah Sumbangan Bentuk Sumbangan
= Penyumbang

No.' | Tanggal Asal Sumbangan’

[ Unit

Nomor Rekening
Penerima'

Bukti'' | Keterangan™

bentuk susmbangan Dana

beatuk

i ke dalums rupiah sesual dengan hargs pase
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[ LOGO PABANGAN CALON

FEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON
TIM KAMPANYE TINGHAT NASIONAL|PROVINSI/ KABUPATEN/HKOTA*|
AR DANA

PERIODE ___s/d

EENTUE SUMBEANGAN DAKA HAMPANVE
DANA HAMPANYE TANG * BARANG " JASA *

E2 Ea sk E2 Bt

®p) T

TOTAL TOTAL TOTAL **

an Partai Politik at

berasal dari
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3 mmummw.;mhpmhq
i '?hﬂwhm“wﬁmmﬁﬁw:im:pmw,

isi dengan yang berasal dari ‘badan Usaha Nea sesuai identitas. badan Usaha Neo Pemerintah.
Diiss dengan nama badan Usaha Noo Pemerintah penyumbang
Diisi dengan alamat penyumbang
Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaba Non Femerintah yang dapat dwbung fakif)
Diisi dengan nomec identitas penyumshang dapat berupa akte pendinian badan Usaha Nea Pemerintah.
Dis cengan Nomor Pkl Wajh Pajl badan Ussha Nen Peserintah

a
b

c

d

e

Diisi

a

b

c

a

e Diisi dengan Nomor Pokak Wajib Pajak pesimmpin
Diisi

2

b

c

4

B

Diisi

Ditandatangani oieh Pasangan Caloe untuk LPSDK Ten Kampanye Tingkat Pusat
Ditardstangami aleh Ketua Tem Kampanye dar, Bendahara Tirs Kampanye sesuai tingkatanzya
Pih salah satu

2018,

No.1175
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I MODEL LPSDK3-PILPFRES I

LOGO PASANGAN
CALON

FPEMILIHAN UMUM FRESIDEN DAN WAHKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON 1
TIM HAMPANYE TINGEAT NASIONAL/PROVINSI/ KABUFATEN/HKOTA") :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWARB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA HAMPANYE
TANGGAL ___ 8/D 2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas !
Jabatan : Calon Presiden

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas !
Jabatan : Calon Wakil Presiden

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Ketua Tim Kampanye

4. MNama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil
Presiden periode tanggal sampai 3

MENYATAKAN dengan scbenar-benamya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yvang ditetaplean
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkaplan secara kengkap berdasarkan bulkti-bultti dan atau fakta
yvang sebenarnya.

4. Bahwa “scluruh penecrimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah secsuai

www.peraturan.go.id



99. 2018, No.1175

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN* CALON WAKIL PRESIDEN*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE® BENDAHARA TIM KAMPANYE®
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon:

Diisi dengan Nama Pasangan Calon

Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

Diisi dengan Periode pembukuan LPSDK.

Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPSDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai
tingkatannya.

*)  Pilih salah satu.

NELN -
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Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/tanggal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas

NPWP

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Deémikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

www.peraturan.go.id
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Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomaor Telepon/Telepon
Genggam (alktif)

NPWP

Nama Pimpinan Kelompolk
Alamat Pimpinan Kelompolk
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggale pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dar tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebeénar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyvataan Pemyumbang

www.peraturan.go.id
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Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR :
Pada hari tanggal
Nama badan hukum
nonpemerintah
Alamat badan hukum
nonpemerintah
Nomor Akte pendirian
NPWP badan hukum
nonpemerintah
Nama Direksi

Alamat Direksi
Nomor Telepon/ Telepon
Gengpam Alketif

Nama Pemegang

Mayoritas

Saham

Alamat Pemegang Saham

Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggalk pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

yang bertanda tangan di bawah ini :

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demildan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

Diigi dengan Nama Pasangan Calon

1.
2. Diisi dengan Romor Surat Pernyataan Pemyumbang

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIE U
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DFRD PROVINS]/DFRD KAEUPATEN/HOTA
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/HABUPATEN /KOTA®___ .
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA HAMPANYE

Jumlah Sumbangan ° Bentuk Sumbangan . Nomor Rekening Nomor Rekening
Rp) Unit™ | Tunai™| Barang™ | Jasa™ Penyumbang’ Penerima'®

No." | Tanggal® Bukti'' | Keterangan'

BEMDAHARA

KETUA UMUM/KETUA BENDAHARA
tird
- Nama Le: - MNama

ke dalam rupiah se

www.peraturan.go.id
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i

NAMA PARTAI POLITIK
FEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPRD FROVINGL/DFRD HABUPATEN/HOTA*|
DEWAN FIMFINAN TINGHAT PUSAT/FPROVINS] HABUPATEN ) KOTA®)
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE sid o

MODEL LPSDEZ-PARPOL

ASAL SUMBANGAN
DANA KAMPARYE

DENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANTE

JUsLAR

wawg BARANG ©

T EETERANGAN "
=}

mi =) [uns " mp1

TOTAL

M,
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Dt dengan nama Partsl Pollif Calon Pesssts Pamithan Umsum

EE.‘F!‘FFE.‘?!‘FFE.‘F!‘FFEE

Calom Angguin Anggsts Kabupatan, Kota 7]
Ditai dergan nams permyumbsn
Dital dargan siamat prmpembang:
He i
Dital dengan No identiin pEnmbang
Dital dengan nams kelmpok perzumbang
Dital dengan stamat kedom pok penyumbsng
Diial lengan Ko talp kelomgois penysmtang yang dagmt dstbung (s
Fo entitas
Eslompok
Usaba avust wtenigas Usaba
[T
Difini dengan alamat perembang:
Ditai largan Ko talapon pimpinen hatan Ussh Non Pemerintsh yang dapat stabung) Rt
namor identita berupa siie Unaha Fon Pemerintah.
Usaha
Duna
presmp—"
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MODEL LPSDK3-PARPOL ‘

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAIPOLITIK '

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA?*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) = °

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL ___S/D____°

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama
Alamat
Nomor [dentitas
Jabatan : Ketua Umum /Ketua*)

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara®)

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal
sampai »

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan terscbut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.

2. Bahwa laporan terscbut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun
— dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa scluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan seclama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang scbenarnya.

4. Bahwa “scluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

www.peraturan.go.id
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Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*) BENDAHARA UMUM /BENDAHARA?®)

ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
2. Diisi dengan dacrah Pemilihan
3.

Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Pilih salah satu
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MODEL LPSDH4-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK !
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DFRD PROVINSI/DFRD HABUFATEN/KOTA®|
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/KOTA*) _®

Narma Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota®) J—-—
Narma Daerah Pemdlihan J—-—

NPWP - h
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA®)
Periode darl tanggal ............. sfd tanggal .. LB
Uralan Rp Unit Keterangan

TOTAL PENERIMAAN " i/ JS—
1. |eribadi Calon® i —

a. Uang™ Rp .....

b Barang™ Rp .....

c. Jasa Rp ...
2. JPartal Politik * . -

a. Uang™ AP ...

b. Barang™ Rp ...

c. Jasa™ Rp .....

CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD EABUPATEN/KOTA®)
tid
- nama lengkap -

Keterangan :

Dviisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
Driigi nama Provinsi/ Kabupaten /Kota daerah pemiliban
3 Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten /Kota *)

4 Diisi nama daerah pemilihan

5 Ddisi Nomor Pokok Wajilk Pajak Calon Anggota DPR/DPED Provinsi/DPRED Kabupaten /Kota *)

6 Dituliskan periode LPSDE

T Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.

# Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggeta DPR/DPRD Provins | DPRD Kabupaten | Kota *)

#a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggots DPR/DPRD Provinsi/ DPED Kabupaten/Kota *) yang berupa uang

Sk, Diisi dengan sumbangan vang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provin
1 yang berasal dari pribadi Calon Anggoeta DPR, DPRD Provir
9 Diiei dengan sumbangan yang berasal dari partai politik

DPRED Kabupaten/Kota *) yang berupa barang

#c. Diisi dengan sumbangs DPRD Kabupaten/Kota *| yang berupa jasa

Ya. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
Gb. Diisi dengan sumbangan yvang berasal dari Partai Politik vang berupa barang
Qe, Diisi dengan sumbangan yvang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa

pilih salah satu
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LOGD PARTAI
POLITIE

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA EAMPANYE PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPFR/DPRD FROVINSI/DFRD KABUPATEN /KOTA®)
DEWAN PIMFINAN TINGEKAT PUSAT/PROVINSI/HKABUPATEN /HKOTA*) 2
NOMOR : -

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/tangpal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon ftelepon
genggam aktif

Nomor Identitas

NPWP

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggalk pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dan tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat idak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Disi dengan Nama Partai Politik

Dvisi dengan Nama daerah pemilihan

Disi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*} Pilih salah satu

L b=
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LOGD PARTAI
POLITIE

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA EAMPANYE PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPFR/DPRD FROVINSI/DFRD KABUPATEN /KOTA®)
DEWAN PIMPINAN TINGEKAT PUSAT/PROVINSI/HKABUPATEN/KOTAY) 2

NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompolk

Alamat Kelompok

Nomor ldentitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/ Telepon
Genggam (aktif)

NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompolk
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dan tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ted. Penyumbang

-Nama Lenghkap-

|

Diisi dengan Nama Partai Politik

Disi dengan Nama daecrah pemilihan

Diigi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*]  Pilih salah satu

L b=
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Nama Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

-111-

[

LOGO PARTAI
POLITIK

2018, No.1175

ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*%)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?®) 2
NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum

nonpemerintah

Alamat badan hukum

nonpemerintah

Nomor Akte pendirian

NPWP badan hukum
nonpemerintah

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

E
2

PN

*)  Pilih salah satu

Diisi dengan Nama Anggota Partai Politik
Diisi dengan Nama daerah pemilihan
Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO CALON ]
L
FAMACALON !
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSL __ *

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA EAMPANYE
Periode tanggal  sfd

No.

~ Jumlah Sumbangan ° Bentuk Sumbangan . Nomor Rekening

Tanggal

Rp) Unit™ |Tunai™| Barang™ | Jasa™ Penyumbang’

Nomor Rekening
Penerima'”

Keterangan'

an ini disusun oleh Calan Ang

angan :

ota DPD

n nama Calon

deng:
Diisi dengan Ju
Diisi dengan Ju
d k sumbangan Dana Kampanye ya
Diisi dengan bentul s
Diisi dengan bentuk

namar rekening penerim

bangan Dana Kampanyefsumba

iah (termasuk sumbs n dalam bentuk ba

barang

a jasa

gan Dana

gan Dana Kai (bukti transfer, nota barang, dll

Kampanye

sikonversi ke dalam rup
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NAMA CALON
FEMILIHAN UMUM ANGOOTA DFD

PROVINSI
DAFTAR PENERINAAN STMEANGAN DANA KAMPANYE
»

FemicoE

2018, No.1175

HODEL LPEDKI-DFD

EZNTUR SUMBANGAN DANA KANPANYE

ABAL SUMBANGAR T T T
o o uama maman * JASA e METERANGAN |
Bl B ET Ear T eoud
ToTaL

/f"--"‘ A Orm
[ e )
N~

Ketemngan :

Laporan ini dissmn slsh Calos Asggeis OPD
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MODEL LPSDH3-DFD

SURAT PEENYATAAN TANGGUNG JAWARB

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL 5/D a

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Anggota DPFD

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal
sampai -

MENYATAKAN dengan sebenar-benarmya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yvang ditetaplan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun
__ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yvang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan vang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON ANGGOTA DPFD
tid.
-Nama Lenghkap-

Heterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1.
2.
3.

Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.
Diisi dengan Nama Provinsi daerah Pemilihan.
Diisi dengan Perinde Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampamye.

www.peraturan.go.id
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)

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat .

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor identitas

NPWP

Pekerjaan

Alamat pckerjaan

Jumlah sumbangan

Asal perolehan dana $

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam kecadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan nama Anggota DPD

2. Diisi dengan nama provinsi daecrah pemilihan

3. Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang
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e

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI 2

NOMOR : 3

Pada hari tanggal yvang bertanda tangan di bawah ini :

Nama kelompok

Alamat kelompok

Nomor identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam [(aktif)

NPFWP

Nama pimpinan kelompok
Alamat pimpinan kelompok
Jumlah sumbangan

Asal perolehan dana
Status kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Eeterangan:

1. Diisi dengan nama Anggota DPD

2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan

3. Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang
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l LOGO CALON

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN
BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan wusaha non :
pemerintah
Alamat badan wusaha non
pemerintah

Nomor akta pendirian
NPFWP badan wusaha non
pemerintah

Nama Direlsi

Alamat Direlsi

Nomor telepon /telepon
genggam aktif

Nama  pemegang saham
mayoritas

Alamat pemegang saham
mayoritas

Jumlah sumbangan

Asal perolehan dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggalk pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dar tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat idak mengikat.

Demikian surat pernyvataan ini saya buat dengan sebénar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lenghkap-

Heterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD

2. Diisi dengan Nama Provinai daerah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN
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LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24
TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Dana Kampanye

LPPDK1-PILPRES Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
LPPDK2-PILPRES Dana Kampanye

3. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDK3-PILPRES Kampanye

4. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDK4-PILPRES Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LPPDKS5-PILPRES Kampanye

6. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye

LPPDK6-PILPRES

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Dana Kampanye
LPPDK1-PARPOL Partai Politik Peserta Pemilu
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Formulir Model
LPPDK2- PARPOL
Formulir Model
LPPDK3- PARPOL
Formulir Model
LPPDK4- PARPOL
Formulir Model
LPPDK5- PARPOL
Formulir Model
LPPDK6- PARPOL
Formulir Model
LPPDK7- PARPOL

-119-

2.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye

Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
Calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

I

Formulir Model
LPPDK1-DPD
Formulir Model
LPPDK2- DPD
Formulir Model
LPPDK3- DPD
Formulir Model
LPPDK4- DPD
Formulir Model
LPPDKS5- DPD
Formulir Model
LPPDK6- DPD

: Asersi atas Laporan Dana Kampanye

Calon Anggota DPD

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar Aktivitas
Kampanye
Daftar Saldo Dana Kampanye

Pengeluaran Dana

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

www.peraturan.go.id
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ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor ldentitas
Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
Alamat
Alamat domisili
Nomor ldentitas -
Jabatan : Calon Walil Presiden

Dengan ini meényatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai
beriloat:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDEK) atas nama Pasangan
Calon Presiden dan Walkil Presiden yang terpisah dari rekening pribadi kami pada
Bank Umum dan dibuka bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan
salah satu Pasangan Calon kami.

2. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus
untuk mengelola REKDE, vang dilengkapi surat pernyataan dari kami.

3. Kami membentuk Tim Kampanye tingkat Provinsi danfatan Tim Kampanye
tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye kami membuka REKDK dimasing-
masing tingkatan serta melaporkan REDK tersebut sesuai dengan ketentuan
terkait pembukaan REDE.

4. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan REDK yaitu paling
lambat 1 (satu] har sebelum dimulainya masa kampanye.

3. Kami mematuhi periode pembulman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu
dimulai sejak peéembukaan REKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa
Kampanvye.

6. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:

a. REDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan;

¢. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;

d. jumlah rincian penghitungan peénerimaan dan pengeluaran yang sudah
dilalukan sebelum penyampaian LADEK, apabila saldo awal merupakan sisa
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dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh
sebelum periode pembulman LADK;

€. penérimaan sumbangan yang beérsumber dar kami atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain;

f. saldo per penutupan pembuluan LADK; dan

g. Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan
vaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pulal 18.00
waktu setempat kepada (sebutkan nama KPU, KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh atan
KPU/KIP Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya®), vang dilengkapi dengan:

formulir Model LADK1-FILPRES atau Model LADK1.HP-FILFRES;

formulir Model LADK2-PILPRES atau Model LADK2. HP-PILFRES;

formulir Model LADK3-PILPRES atau Model LADK3. HP-PILPRES;

formulir Model LADK4-PILPRES atau Model LADK4 . HP-PILPRES;

formulir Model LADKS-FILPRES atau Model LADKS. HP-PILFRES; dan
f. formulir Model LADK6-PILPRES atau Model LADKG6. HP-FILFRES.

8. Kami mematuhi perode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) har setelah periode penutupan
LADK dan ditutup 1 (satu) har sebelum laporan penerimaan sumbangan
disampaikan kepada (KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atan KPU/KIP
Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya*).

9. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh  penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADEK.

10. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah
ditetapkan sesuai jadwal sebapaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang
Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU atau KPU
Provinsi/KIF Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yvang dilengkapi dengan:

a. formulir Model LFSDK1-PILPRES;
b. formulir Model LPSDK2-PILPRES; dan
¢. formulir Model LPSDK3-FILPRES.

11. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak 3 (tiga) Har setelah ditetapkan sebagai
Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

12.Kami menyusun LPPDK yang memuat pembuluan seluruh  penermaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana
Kampanye dalam bentuk vang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan
nilai vang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukt
pengeluaran yang dapat dipertanggungjawablkan.

13. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari
setelah pemungutan suara paling lambat pubul 18.00 waktu setempat kepada
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KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta

dilengkapi dengan:

formulir Model LPPDK1-PILPRES;

formulir Model LPPDK2-PILPRES;

formulir Model LPPDK3-PILPRES;

formulir Model LPPDK4-PILPRES;

formulir Model LPPDKS5-PILPRES;

formulir Model LPPDK6-PILPRES;

surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;

surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;

furat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;

copy bukti tagihan /futang;

. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; dan
l. pembukuan Dana Kampanye pihak lain.

14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (meéncakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi
jumlah di bawah ini;

a. Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan
pihak lain perseorangan; dan

b. Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

16. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang
yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye.

17.Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami
meneérima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan

c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat
14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan
bukti lapor kepada KPU.

18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.

19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam
aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

FerFmmoAnop
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20.Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang,
seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.

21.Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang
ditempatkan dalam RKDK.

22. Kami bertanggung jawab atas laporan Dana Kampanye yang telah disusun oleh
pihak lain dan kami melampirkan laporan tersebut ke dalam LPPDK dan
melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya.

23. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan,
dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses
bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
*) Pilih salah satu
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MODEL LPPDK2-PILPRES

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON 1

TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA") _ °

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode s/d -

Nomor Rekening Khusus e ‘

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

A Penerimaan®

L. Pasangan Calon®

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
(Total Penerimaan)”

N

Sumbangan Pihak Lain Perscorangan®

nal B od

Sumbangan Pihak Lain Kelompok®
Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah!o

6. Lain-lain "'

w

a. Lain-lain Komitmen!!»

b. Bunga Bank''

B. Pengeluaran'?

L. Pengeluaran Operasit?

Pertemuan terbatas®*

b. Pertemuan tatap muka's

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik's

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!'”
e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum!#

f. Rapat Umum"’
g- Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-

undangan®

h. Lain-lain3:

[

Pengeluaran Modal*?

a. Pembelian Kendaraan2?

b. Pembelian Peralatan 4

c. Lain-lain®

3. Pengeluaran Lain-Lain™

a. Pemberian Piutang®
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Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
b. Pembayaran Utang?®
C. SALDOPER =
Kas di Rekening Khusus™
Kas di Bendahara!
Barang™
Tagihan kepada X3
Utang™
CALON PRESIDEN?= CALON WAKIL PRESIDEN>s
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM EAMPANYE*® BENDAHARA TIM KEAMPANYE?®®
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.

4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

5. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan
Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perscorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perscorangan terscbut.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain
kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan dlIl

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan

11.

usaha non pemerintah.
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang
tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pthak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
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12. Total pengeluaran Dana Kampanye.

13. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biayva untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, coectak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, kensumai, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biava untuk pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan [biayva
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran vang terkait dengan biava jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye scbagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biava untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai cleh Pasangan Calon
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

19 Diisi dengan jumlah pengeluaran yvang terkait dengan biava untuk rapat unmuam
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran
terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode scjak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan [pentas seni, panen
raya, konser musik], kegiatan clah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui
media sosial.

2]1. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyvebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yvang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi vang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan hargs pasar.

24 Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan  tersebut  berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan  seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran

modal.

. Diisi dengan jumlah vang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.

. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.

. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per

tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDE.

31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) vang ada sclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirmya periode
pelaporan LPPDE].

32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDEK].

8BS
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. Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai
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. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal

berakhirnya periode pelaporan LPPDE.

. Diisi dengan jumlah hutang berupa uwang/barang/jasa per tanggal berakhirnya

periode pelaporan LPPDE.
Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

tingkatannya.
Filih salah asatu.
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LOGO PASANGAN CALON ]

PEMILIHAR UMUM PRE:
NAMA PABANGAN N
TIM EAMPANYE TINGEAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/EOTAY) *
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA EAMPANYE
Periode tanggal  sfd _ °

DEN DAN WAEIL FRESIDEN

Jumlah Sumbangan * Bentuk Sumbangan ~ Nomor Rekening Nomor Rekening

No. - ° 10
(Rp) Unit™ | Tunai™* | Barang™ | Jasa Penynmbang' Penerima

Tanggal® Bukti' | Keterangan'®

Calon. Presiden 2
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(o

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAHIL PRESIDEN
HAMA PASANGAN CALON
TIM HAMFANYE TINGHAT NASIONAL/PROVINSI/KAEUFATEN/HOTA

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA HAMPANYE
3

PERIODE sid

2018, No.1175

MODEL LFFDH 4-FILFRES

EENTUH SUMEANGAN DANA KAMPANVE
ASAL SUMBANGAR JUMLAH s
we DANA HAMPANYE ARG BARANG * i JasA ® Epl " EETERANGAN
] mp) [wait) (mp. ™ [Bentui) ®
3
b st
5. an Pihak Lain Badan
a Badan U
Usaha Non Pen --
b st
ToTAL TOTAL # TOTAL TOTAL TOTAL
-
Erterangan :
Laporan ini disasun oleh Partai Politik

1
3,
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10. Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dnanya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengustlkan Pasangan Calon
a  Diisi dengen nama Partai Politik beserta nilai penerimaannys
b Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilsi penerimaannya
. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perscorangan
2. Diisi dengan nama pesyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Disi dengan No telp peryumbang yang dapst dihubungi (aksif
d. Diisi dengan No identitas penyumbang
e Diisi dengon Nomor Polok Wajib Pajak peryumbang
12. Diisi dergan jumlah sumbangan, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pibak lain kelompok sesusi identitas penyumbang kelompak

a.Disi dengan nama kelompok penyumbang
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dibubung: jsktif

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

¢. Diisi dengan Namor Pokok Waijib Pajak pemimpin keloenpok

Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non sesuai identitas peny badan Usaha Noa
a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Ussha Non Pemerintah yang dapat dhubungi faktif)

d. Diisi dengan nomer dentitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Ussha Noa Pemerintah

¢. Diisi dengan Namor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah

14. Diisi dengan total keselurshan penerimaan sumbangsn Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

15. Ditandatangani cleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat

16. Ditandatangani cleh Ketua Tim Kampanye dan Bendshara Tim Kampanye sesuai tingkatanaya

%) Pilih salsh satu

|| MODEL LPPDKS-PILPRES “
LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON L
TIM EAMPANYE TINGEAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN /KOTA"| 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KEAMPANYE
PERIODE 5/D &

Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran '@
No.* | Tanggal® | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas [Rp)® K 1
(Unit)® 1uos ) Jioc
CALON PRESIDEN:2 CALON WAKIL FPRESIDEN2
td. ted.
-Nama Lenghap- -Nama Lenghap-

HKETUA TIM EAMPANYE'
ttd.
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE®'®
ttd.
-Nama Lengkap-
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Heterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2.  Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomar bukti yang jukan adanya Dana dapat berupa kwitansi, bulti transfer, bukti an atau bukti Lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi

1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedungfruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantar, i i, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/raangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, partasi, } i, perizinan dan

lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa
cetak dan media massa elektronik.

4) Pembuatan desain alat peraga k i antara lain  biaya jasa pembuatan desain alat peraga 1y imana dimaksud dalam
peraturan yang mengatur tentang Kampanye
5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum i yang i i biaya i dan n bahan yang

dibiayai olch Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai
Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

&) Kegiatan lain yang tidak 1 Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah mga (gerak jalan santai, sepedn santail, kegistan sosial {bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial

7) Lain-Lain i =elain kegi P terbatas, perternuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
peny bahan e, dan kegintan lain yang tidak dan p perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
b. Pengeluaran Madal
1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah harga pasar.
2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlahbanyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah tersebut harga pasar.
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
c. Pengeluaran lain-lain diluar operasi dan modal.

& Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secar tunai dan/atau kenversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam
bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank
ia pada tanggnl i

9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang fjasa yang di Unit berupa I berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan
‘barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan -

a. Celk list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengehuaran cperasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
©. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengehaaran lain-lain.

11. Pada kolom keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

12. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

13. Ditandatangani oleh Ketua Tim dan Bendah, Tim sesuai t

*  PBilih salah satu
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‘I MODEL LPFFDEG-FILFRES I|
LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM P DAN WAKIL P
NAMA PASANGANCALON ¢
TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA") ¢

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

NO* URAIAN® JUMLAH KAS (Rp) JUMLAH NON KAS (Unit)”™ EKETERANGAN"

Has di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan kepada .

Utang w

CALON PRESIDEN"*
ttd.

CALON WAKIL PRESIDEN'*
ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

EKETUA TIM EAMPANYE"?
ttd.
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM EAMPANYE"'?
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Walil Presiden

Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.

Diisi dengan periode Pembukuan LPPDK.

Diisi dengan no urut.

Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup bulku.

Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang

tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika
barang terscbut dapat dikctahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

8. Pada kolum keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

10. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa.

1 1. Ditandatangani olch Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanyc Tingkat Pusat.

12. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

pilih salah satu

o mk w -
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LOGD PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 2

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/tangpal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon /telepon
genggam aktif

Nomor [dentitas

Nomor NPWP

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dar tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ted. Penyumbang

-Nama Lenghkap-

Heterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Romor Surat Pernyataan Pemyumbang
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(=]

Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 2

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok :
Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon /Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

LOGD PASANGAN

2018, No.1175

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR :
Pada hari tanggal
Nama Badan Usaha Non

Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan Usaha
Non Pemerintah

Nama Direksi

Alamat Direlcsi

Nomor Telepon/ Telepon
Gengpam Alketif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggalk pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

yang bertanda tangan di bawah ini :

Demildan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Romor Surat Pernyataan Pemyumbang

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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MODEL LPPDKI1-PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NAMA PARTAI POLITIK

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :

Alamat

Alamat domisili

Nomor Identitas :

Jabatan : Ketua Umum/Ketua*
2. Nama :

Alamat

Alamat domisili

Nomor Identitas :

Jabatan : Bendahara Umum /Bendahara*
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten /Kota*.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemililhan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...
Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai
Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada
bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai
Politik kami sesuai tingkatannya.

2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa kampanye.

3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas
khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.

4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa
Kampanye.

5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:

a. RKDK;
b. saldo awal atau saldo pembukaan;
¢. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
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d. jumlah rincian perhitungan peneérimaan dan pengeluaran yang sudah
dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa
dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh
sebelum periode pembukuan LADK;

e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;

f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan

g. Nomor Pokok Wajib Pajak.

6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat

pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi JKIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota * (diisi sesuai tingkatan), yang dilengkapi
dengan :

a. formulir Model LADK1-PARPOL atau formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
b. formulir Model LADK2-PARPOL atau formulir Model LADK2. HP-PARPOL;
c. formulir Model LADK3-PARPOL atau formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
d. formulir Model LADK4-PARPOL atau formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
e. formulir Model LADKS-PARPOL atau formulir Model LADKS . HP-PARPOL;
f. formulir Model LADK6-PARPOL atau formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
dan
g. formulir Model LADK7-PARPOL atau formulir Model LADK7 . HP-PARPOL.

7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan
LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan
disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, atau KPU/KIP
Kabupaten /Kota * (diisi sesuai tingkatan).

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh pénérimaan
sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.

9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah
ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU
tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi /KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota * (diisi sesuai
tingkatan) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
a. formulir Model LPSDK1-PARPOL;

b. formulir Model LPSDK2-PARPOL;
c. formulir Model LPSDK3-PARPOL;dan
d. formulir Model LPSDK4-PARPOL.

10.Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari
pémungutan suara.

11.Kami menyusun LPPDK yang meémuat pembukuan seluruh péenérimaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana
Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan
dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti
pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
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12.Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas)
Hari setelah pemungutan suara paling lambat pulkul 18.00 walktu setempat
kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, KPU Provinsi JKIP Aceh, atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota * [diisi sesuwai tingkatan), dilampin dengan
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :

formulir Model LPPDK1-PARPOL;

formulir Model LFFDK2-PARPOL;

formulir Model LFFDK3-PARPOL;

formulir Model LFFDEK4-PARPOL;

formulir Model LFFDKS-PARPOL;

formulir Model LFFDEK6-PARPOL;

formulir Model LFFDK7-PARPOL;

surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;

surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompal;

surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;

copy bukt tagihan futang (jika ada); dan
l. bukt-bukt transaksi penérimaan dan transaksi pengeluaran.

13.Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon  anggota DPR/DPRD
Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota*] yang berasal dari partai kami melaporkan
dan kami lampirkan laporan pencatatan pénerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten (Kota®*.

14.Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai wang, termasuk utang dan
diskon pembelian barang atau jasa yvang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan
Sumbangan.

15.Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (meéncalup wang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uwang, termasuk utang dan
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDEK, dan LPPDK tidak
melebihi jumlah di bawah ini;

a. Rp2.500.000.000.00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk
sumbangan pihak lain perseorangan; dan

b. Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang
kelompok dan/fatau badan usaha non péemerintah.

16. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang
vang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk
kegiatan Kampanye.

17.Kami tidak menggunakan dana dar sumbangan yang dilarang, apabila kami
menerima sumbangan yang dilarang maka kami meématuhi ketentuan sebagai
berikot:

a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan

c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling
lambat 14 (empat belas] Hari setelah masa Kampanye berakhir dan

FRArFRDREPR
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menyerahkan bukti lapor KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, atau
KPU /KIP Kabupaten /Kota * (diisi sesuai tingkatan).
18.Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19.Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa
dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
20.Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang,
seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21.Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang
ditempatkan dalam RKDK.
22.Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan,
dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses
bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana
Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA UMUM/KETUA* i BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

*) Pilih salah satu
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LOGD PARTAI
POLITIE

b,

NAMA PARTAI POLITIE

MODEL LFFDE2-PARPOL

PEMILITHAN UMUM ANGGOTA DPFR/DFRD PROVINEI/DPFRD KABUPATEN/HKOTA®Y)
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/HOTA*) g

LAPORAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA EAMPANYE

Periode s/d 1

Nomor Rekening Khusus

Nomor

Uraian

Unit Keterangan

A,

Penerimaan®

Partai Politik®

ba

Calon Anggota DPR/DFPFRD Provinsif DPFRD
Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan)?

Sumbangan PFihak Lain Perscorangan®

=)

Sumbangan Pihak Lain Kelompok®

=

Sumbangan Fihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah'®

Lain-lain !

a. Lain-lain Komitmen''

b. Bunga Bank!b

Pengeluaran!z

Pengeluaran Operasi'?

a. Pertemuan terbatass

b. Pertemuan tatap muka'

c. PembuatanProduksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronilo™

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!?

e. Penyebaran bahan kampanye kepada

't

f. Rapat Umum!

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®™

h. Lain-lain=!

ka2

Pengeluaran Maodal®?

a. Pembelian Kendaraan??

b. Pembelian Peralatan 4

c. Lain-lain®
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

3. Pengeluaran Lain-Lain2s

a. Pemberian Piutang™

b. Pembayaran Utangs

C. SALDO PER =0

Kas di Rekening Khusus™®

Kas di Bendahara

Barang*

Tagihan kepada 2

Utang™

HKETUA UMUM/EETUA*)
ttd.
-Nama Lenghkap-

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA®)
ttd.
-Nama Lenghkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

2. Diisi dengan nama daecrah pemilihan

3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDE.

4. Diisi dengan nomor Bekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.

Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partal Politik Peserta Pemilu.

7. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten f Kota*).

8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh
pihak lain perseorangan tersebut.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

10. Diigi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari sumbangan
pihak lain badan usaha non pemerintah.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari pihak lain
yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa vang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yvang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.

12. Total Pengeluaran Dana kampanye.
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13. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye scbagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai
Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Partai Politik
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan
Kampanye melalui media sosial.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran seclain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

22. Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye
terkait dengan aktiva tetap.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa vang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.
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Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening terscbut per
tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada sclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode
pelaporan LPPDK).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
{per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhimya
periode pelaporan LPPDK.

Pilih salah satu
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LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIE

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINEI/DPRD EABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/HKABUPATEN /EOTA®___

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
Periode tanggal  sfd

EAMPANYE

2

. . Jumlah Sumbangan * Bentuk Sumbangan
No. | Tanggal - - =] Asal
[Rp) Unit** | Tunai™| Barang™ | Jasa™

Nomor Rekening
Penyumbang’

Nomor Rekening
Penerima'”

Keterangan'

KETUA UMUM /KETUA"|

paten /Kota tempat daerah pemilihan
LPPDK

erian sumbangan D

smbangan Dana Kam|

lah Sumbangan Dana Kamg entuk ua

b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Ka

rupiah {termasuk sumbs

bentuk Barai
n Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

a Diisi dengan bentuk = jan Dana Kamg a 3 tunai

b Diisi dengan bentuk

¢ Diisi dengan bentul

ti sumba

" -

terangan ter!

an dalam bentuk baran

a yang telah dikonversi ke dalam rupiah
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[ LOGO FARTAI POLITIH ]

NAMA PARTAI POLITTE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DFRD FROVINSI/DFRD KABUFATEN/HOTA*)
DEWAN FIMPINAN TINGHAT PUSAT/FROVINE]L/ KABUPATEN | KOTA®] :

DAFTAR PENERIMAAR SUNBANGAN DANA KAMPANYE
PEMIODE _ wra

DENTUK SUMBANGAN DARA KAMPANYE

ABAL SUMBARGAN

o - FeacLan
DANA KAMPANTE JANG BARARG

= KETERANGAN *

2] jmp [ ™ (L3Nl

kPR K
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2 Non Pemerntsh sen

|I MODEL LFFDES-PARPOL I

[ LOGO PARTAI POLITIE ]

NAMA PARTAI POLITIE

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPRD PROVINSI/DPFRD EABUPATEN/EKOTA*)
DEWAN FIMPINAN TINGKAT FUSAT/PROVINSI/HABUPATEN/KOTA*) =

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KEAMPANYE
FERIODE ____ 8/D a

Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 1°
No.+ | Tanggal® | Buleti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas ([Rg)®

(Unit)? Tios 2 I

HETUA UMUM/HKETUA") ARA UMUM/ HARA*)
ttd. Cap tid.
-Nama Lengkap- K\ -Nama Lenghap-

1

2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4
5.

Heterangan :

Diigi nama Partai Politik Peserta Pemilu

Diisi dengan no urut kegiatan,
Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
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6. Disi dengan nomor bukti yang jukan adanya Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti tranafer, bukti an atau bukti lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi

1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa
cetak dan media massa elektronik.

4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain  biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
peraturan yang mengatur tentang Kampanye

5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum b kegiatan yang imbulkan t i, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang
dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 em), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan
KPU yang mengatur tentang Kampanye.

B) Hegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan [pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial {bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial

7) Lain-Lain pt i per selain kegiatan pemmuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyel bahan ve, dan i lain yang tidak dan pe n perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank

. Pengeluaran Modal

1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah el n tersebut berd: kan harga pasar.

2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

. Pengeluaran lain-lain diluar 1 operasi dan modal.

&, Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam
bentuk mata nang Rupiah. -\pabua terdapat mata wang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank

d ia pada tanggal

9.  Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang fjasa yang di Uit berupa berupa barang dan jasa, hams disajikan dalam bentuk satuan
barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai mpiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operas.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

*  Pilih salah satu

-3

‘I MODEL LPFPDKG-PARFOL I

LOGO PARTAI

POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK. L

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABIJI’AT!N!KO’I‘A']
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

DAFTAR SALDO DANA HAMPANYE
Periode sfd 3

NO* URAIAN® JUMLAH KAS (Rp) JUMLAH NON KAS (Unit)”™ EKETERANGAN"

Kas di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan kepada v

Utang™

KETUA UMUM/KETUA*) uMUM/ )
thd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan

1. Drigsi ﬂ.ellg&l\ nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemiliban
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an LPPDK.

Diisi d

an periode pembukis

no urut

pabila ter

pat mata uang lain, mal

Y i

sbut berupa barang, Unit berug
ketahui nilai nug 1 juga nilai rupiah barang tersebut berdas:

8. Pada Kelom Kete s gan hal-hal la i

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain

10. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa

*) Pilih salah satu.

kan har

1 pasar.

ng perlu

NAMA PARTAI POLITIK !

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DFRD PROVINSI/DFRD HABUFATEN/KOTA®*)
DEWAN PIMPINAN TINGEAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Narma Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota®)
Marma Daerah Pemilihan

harus disajikan dalam bentuk satuan

ikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam

tersebut. Jika barang tersebut

MODEL LPPDHE7-PARPOL

NPWP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN,
Periode darl tanggal ............ sfd tanggal ... .
Uralan Rp Unit Keterangan

L TOTAL PENERIMAAN 7 Rp ...
1. [eribadi Calon® Rp ...

a_Uang™ Rp ..

b Barang™ Rp ..

c.Jasa T —
2. |rartai Politik * Rp ...

a. Uang™ Ap ..

b. Barang™ AP ...

c. Jasa"™ [T p—
Il. TOTAL PENGELUARAN u Rp ...

a. [lenks Pengeluaran ! |, J——

b Dst....... T

www.peraturan.go.id



-149-

L. sALDO* R o
Uang™* [ ——
Barang'" [T J——
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABLUPATEN/KOTA®]
ttd
- nama lengkap -
Eeterangan :
1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
2 Diisi nama Provinsi Kabupaten fKota daerah pemilihan
3 Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi /DPED Kabupaten / Kota #)
4  Diisi nama daerah pemilihan
5 Diisi dengan Nemor Pokok Wajib Pajak Calon Anggeta DPR/DPRD Provinsi) DPRD Kabupaten /Kota #)
6 Dituliskan periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
T Total keseluruhan Penerimaan yvang diterima.
# Diisi dengan sumbangan vang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten ) Kota *)
Ba. Diisi dengan sumbangan vang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa uang
Bb. Diigi dengan sumbangan yang berazal dari pribadi Calon Anggota DPRE/DPRD Provinsi/ DPED Kabupaten, Kota *) vang berupa barang
Be. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsif DPRD Kabupaten / Kota %) yang berupa jasa
9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
9a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang benupa uang
Ob. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik vang berupa barang
Qe.  Ditsi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa
10 Total keseluruhan Pengeluaran.
10a. Diisi dengan jenis pengeluaran yang dilakukan Calon Anggeta DFR/DPRD Provinsij DPED Kabupaten | Kota *)
11 Diisi dengan jumlah saldo [penerimaan dikurangi pengeluaran).
11a. Diisi dengan sisa saldo yang berupa nang
11b. Diisi dengan sisa saldo yang berupa barang
*%  Pilih salah satu
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA?)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) =

NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat /tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pckerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

. Kami tidak dalam kecadaan pailit atau dinyatakan pailit;
. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

. sumbangan bersifat tidak mengikat.

aWN -

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

e 2
Diisi dengan Nama Partai Politik
Diisi dengan Nama dacrah pemilihan
Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
Pilih salah satu

,_tum-g
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) >
NOMOR : -
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon /Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

an

Diisi dengan Nama Partai Politik

Diisi dengan Nama daerah pemilihan

Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*) Pilih salah satu

|

Ll S8
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA")

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA®)

NOMOR : 3
Pada hari tanggal yvang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Badan Usaha Non
Pemernntah
Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan Usaha
Non Pemerintah

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon /Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

|

Diisi dengan Nama Partai Politik

Diisi dengan Nama dacrah pemilihan

Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*) Pilih salah satu

WK -
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I MODEL LPFDE1-DPD I

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI:

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama i

Alamat

Alamat domisili

Nomor ldentitas

Jabatan : Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan saya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 24 Tahun 2018 téntang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai
berilout:

1. Saya membuka Rekening Khusus Dana Kampanye [RKDK) atas nama saya vang
dikhususkan untuk pengelolaan dana kampanye dan terpisah dan rekening
pribadi saya pada bank umum.

2. Saya membuka REKDK tidak melampaui ketentuan pembuluan RKDE yaitu paling
lambat 1 [satu) sebelum dimulainya masa kampanye.

3. Saya mengelola RKDK secara mandiri/menunjuk orang lain sebagai pengelola
REDK yang bertugas khusus untuk mengelola REDEK, yang dilenghapi dengan
surat pernyataan darn saya.

4. Saya mematuhi periode pembuluan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal
Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1
[satu) sebelum masa Kampanye.

3. Saya menyusun LADK yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan;

c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;

d. jumlah rincian perhitungan penenmaan dan pengeluaran yang sudah
dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa
dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum
periode pembukuan LADK;

€. penérimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain;

saldo per penutupan pembulkuan LADK; dan

g. Nomor Pokok Wajib Pajalk.

]
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6. Saya mematuhi penyerahan LADK tidak melampani waktu yang telah ditetapkan
yaitu 1 (satu) setelah periode penutupan LADK paling lambat pulul 18.00 waktu
setempat kepada KPU Provinsi yvang dilengkapi dengan:

a. formulir Model LADK1-DPD atau formulir Model LADK1. HP-DPD,

formulir Model LADK2-DPD atau formulir Model LADK2 HP-DPD;

formulir Model LADK3-DPD atau formulir Madel LADK3 HP-DPD;

formulir Model LADK4-DPD atau formulir Model LADK4. HP-DFD;

formulir Model LADKS-DPD atau formulir Model LADKS. HP-DFD; dan

. formulir Model LADK6-DFD atau formulir Model LADK6.HP-DFD.

7. Saya mematuhi periode pembulkuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDEK) yang dimulai dari 1 (satu] setelah periode penutupan LADK
dan ditutup 1 (satu] sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan
kepada (sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh).

8. Saya menyusun LPSDK wyang memuat pembukuan seluruh penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang saya terima setelah pembuluan LADK.

9. Saya mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan
sesual dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang
Tahapan, Program dan Jadwal, serta disampaikan kepada [sebutkan nama KPU
Provinsi {KIP Aceh) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi
dengan:

a. formulir Model LPSDK 1-DPD;
b. formulir Model LESDK2-DPD; dan
c. formulir Model LPSDK3-DPD.

10. Saya mematuhi periode pembuluan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK)] yang dimulai sejak 3 [tiga] setelah ditetapkan sebagai Calon
Angpgota DPD dan ditutup 8 [delapan) setelah pemungutan suara.

11. Saya memyusun LPPDK vyang memuat pembukuan seluruh  penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana
Kampanye dalam bentuk uang, barang, danfatau jasa yang dikonversikan
dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukt
pengeluaran yang dapat dipertanggungjawablkan.

12. Saya menyampaikan laporan LPPDK paling lambat 15 (lima belas) setelah
pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk
oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilenghkapi dengan;

a. formulir Model LFFDK1-DPD;

formulir Model LFFDK2-DPD;

formulir Model LFFDK3-DFD;

formulir Model LEPDE4-DPD;

formulir Model LEPDK5-DPD;

formulir Model LEPDK6-DPD;

surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;

surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;

mrRRE
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i. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
j. copy bukti tagihan futang (jika ada); dan
k. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

13.Saya mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang saya terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

14.Saya mematuhi jumlah pénérimaan sumbangan (mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi
jumlah di bawah ini;

a. Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk sumbangan
pihak lain perseorangan; dan

b. Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk
penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

15. Saya membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang
vang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk
kegiatan Kampanye.

16. Saya tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila saya
menerima sumbangan yang dilarang, maka saya mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan

c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat
14 (empat belas) setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Provinsi P

17.Saya mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.

18.Saya menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam
aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.

19.Saya tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti
membiayai saksi saya dalam pemungutan dan penghitungan suara.

20.Saya membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang
ditempatkan dalam RKDK.

21.Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan,
dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses
bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.
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Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarmya.

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:
*] Pilih zalah satu
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I MODEL LPPDE2-DFD l

.

h,

NAMA CALON _ !
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSI 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode sfd

Nomor Rekening Khusus

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

A Penerimaan®

Calon Anggota DPDe

b2

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan’

Sumbangan Pihak Lain Kelompoks

£

Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah®

e

Lain-lain I

A. Lain-lain Komitmen'®

b. Bunga Banlkim

B. Pengeluaran!:

L. Pengeluaran Operasi'?

A. Pertemuan terbatas:s

b. Pertemuan tatap muka'?

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik::

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye'®

Penyebaran bahan kampanye kepada
T

Rapat Umum!s

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan’

h. Lain-lain=

i Pengeluaran Modal2

a. Pembelian Kendaraan??

b. Pembelian Peralatan 22

c. Lain-lain®

3. Pengeluaran Lain-Lain?

a. Pemberian Piutangz

b. Pembayaran Utang”
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Nomor Uraian Rp | Unit KHeterangan

SALDO PER ™

Kas di Rekening Khususs=

Kas di Bendahara®®

Barang*!
Tagihan kepada -
Utang>*
CALON ANGGOTA DFD
ttd.
-Nama Lenghkap-
Heterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1.

= L

10.

11.
12.

Diisi nama Calon Anggota DPD.

Diisi dengan nama Provinsi dacrah pemilihan.

Diisi dengan Periode Pelaporan LPFDE.

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.

Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain persecorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain
kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan dil.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan
usaha non pemerintah.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang
tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

Total pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.

www.peraturan.go.id




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

21.

24.

23.

-
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Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan ([biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biayva jasa pembuatan desain
alat peraga Hampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yvang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran
terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Calon Anggota DPD
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan [pentas seni, panen
raya, konser musik], kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial [(bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melahii
media sosial.

. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan

tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yvang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yvang dibeli dan dinilai dengan rupiah

kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah

peralatan  tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran seclain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran seclain pengeluaran operasi dan pengeluaran
muodal.

. Diisi dengan jumlah vang/barang/ jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.

. Diisi dengan jumlah vang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LFPDE.
. Diisi dengan jumlah danajuang yang ada pada nomor rekening tersebut per

tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDE.

www.peraturan.go.id

2018, No.1175



2018, No.1175 160-

30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada seclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya [(jumlah kas per tanggal berakhirnya periode
pelaporan LPPDE].

31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK]).

32. Diisi dengan jumlah uwang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
berakhirnya periode pelaporan LFPDE.

33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
periode pelaporan LPPDK.
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LOGO CALON ]
L
FAMACALON !
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSL __ *

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA EAMPANYE
Periode tanggal  sfd

. ~ Jumlah Sumbangan ° Bentuk Sumbangan . Nomor Rekening Nomor Rekening
No. | Tanggal Asal

(Rp) Unit* | Tunai™| Barang™ | Jasa™ Penyumbang il

Keterangan'

angan :

an ini disusun oleh Calon Anggota DPD

n nama Calon

deng:
Diisi dengan Ju
Diisi dengan Ju

iah (termasuk sumbs n dalam bentuk ba

sikonversi ke dalam rup

d k sumbangan Dana Kampanye ya
Diisi dengan bentul s

Diisi dengan bentuk tampanye berupa barang
a jasa
gan Dana

namar rekening penerim

bangan Dana Kampanye(sumbang
11 : Bukti sumbangan Dana Ka {bukti transfer, nota barang, dl
: Kampanye
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NAMA CALON 1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
FROVINSI :

DAFTAR FENERIMAAN SUMBANGAN DANA HAMPANYE
FERIODE sid 2

BENTUE SUMBANGAN DANA HAMPANYE

ABAL SUMBANGAN - i = JUMLAR .
e DANA KAMPANYE UANG BARANG JABA 1Rp)” EETERANGAN
I®p.) [Rp.) ™ [Unit] = |Rz.| == [Bentuk) “*
1
No. NFWP
dst
4
I
|
ToTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ubung (aktd)

aha Non Pem
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[ o J |I MODEL LFFDES-DFD
NAMA CALON L

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSI —

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA EAMPANYE

FERIODE 8/D :
Jumlah Nom Kas Klasifikasi Pengeluaran 10
No. * | Tanggal®* | Bukti Pengeluaran® Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas [Rp]® Ki
(Unit) Opreasii= Modal Lain-lain'™=

Heterangan :

10.

11.

Diisi nama Calon anggota DPD.

Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.

Diiai dengan periode pelaporan LPPDE.

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang jukan adanya Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti an atau bukti lainnya.
Diiai dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, P si, i izil dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan [biaya produksi) iklan Media massa
cetak dan media massa elektronik.

4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
peraturan yang mengatur tentang Kampanye

5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum b kegiatan yang imbulkan © i, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang
dibiayai oleh Calon Anggota DPD, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 105 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai
Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial

7) Lain-Lain pt i per selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa pembuatan desain alat peraga,

el bahan panye, dan i lain yang tidak L dan p perundang-und, seperti biaya administrasi bank
. Pengeluaran Modal

1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

. Pengeluaran lain-lain diluar 1 operasi dan maodal.

Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang) jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uvang harus disajikan dalam

bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata wang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata vang Rupiah dengan kurs tengah bank
d ia pada tanggal i

Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang fjasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, hans disajikan dalam bentuk satuan

barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rapiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.

Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan Llain-lain.

Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

-3

a. Cek list pada kolom Operasi apabila p berasal dari per OpeTasi.
b. Cek list pada kolom Modal apabila pengeluaran berasal dari modal.
. Cek list pada kolom lain-lain apabila berasal dari lain-lain.

Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
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MODEL LFPDEG-DFD
LOGO CALON

NAMA CALON —t
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD
PROVINSI 5

DAFTAR SALDO DANA EAMPANYE
Periode sfd

NO* URAIAN: JUMLAH HAS [Rp) © JUMLAH NON KAS [Unit) ™ KETERANGAN®

Kas di Rekening Khusus

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan kepada "

Utang

CALON ANGGOTA DFD
ttd.
-Nama Lengkap-

Heterangan

Diisi nama Calon anggota DPD.

Diisi nama Provinsi daerah pemilihan

Diisi dengan periode pelaporan LPPDE.

Diisi dengan no urut.

Diisi dengan daftar saldo Dana Kampanye.

Diisi dengan nilai rupiah apabila salde/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk kenversi mata uang tersebut ke dalam
mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

S

7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebul. Jika barang tersebut
dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

10. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa.
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)

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI 2

NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keteranzan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi dacrah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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[

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI 2

NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

E

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi dacrah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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—

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yvang bertanda tangan di bawah im :
MNama Badan Usaha Non
Pemerintah
Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian

Nomor NFWP Badan Usaha
MNon Pemerintah

MNama Direlesi

Alamat Direlcsi

Nomor Telepon/ Telepon

Genggam Alctif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami tidak dalam keadaan menungpak pajak;

2. kami tidak dalam keadaan pailit atan dinyatakan pailit;

3. sumber dana tidak berasal dar tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyvataan ini saya buat dengan sebénar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lenghkap-
Heterangan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinai daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Apustus 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN
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A. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA
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LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN
2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1.

MODEL BA PENERIMAAN
LADK-PILPRES

MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-PILPRES

MODEL BA PENERIMAAN
LPSDK-PILPRES

MODEL BA PENERIMAAN
LPPDK-PILPRES

MODEL TT PENERIMAAN
LADK-PILPRES

MODEL TT PENERIMAAN
LADK.HP-PILPRES
MODEL TT PENERIMAAN
LPSDK-PILPRES

MODEL TT PENERIMAAN
LDK.KAP-PILPRES

Berita  Acara Hasil

Laporan Awal Dana Kampanye

Berita Acara Penerimaan  Hasil
Perbaikan Laporan Awal Dana
Kampanye

Berita Acara Hasil Penerimaan

Laporan Penerimaan
Dana Kampanye
Hasil

Berita  Acara

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye

: Tanda Terima Laporan Awal Dana

Kampanye

¢ Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan

Awal Dana Kampanye

: Tanda Terima Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye
: Tanda Terima Laporan

Kampanye
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BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD

KABUPATEN/KOTA

1.

MODEL BA PENERIMAAN
LADK-PARPOL

MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-PARPOL

Berita Acara  Hasil

Penerimaan

Laporan Awal Dana Kampanye

Berita Acara Penerimaan

Perbaikan  Laporan
Kampanye

Hasil
Awal Dana

3. MODEL BA PENERIMAAN Berita  Acara  Hasil Penerimaan
LPSDK- PARPOL Laporan  Penerimaan  Sumbangan
Dana Kampanye
4. MODEL BA PENERIMAAN Berita Acara Hasil Penerimaan
LPPDK- PARPOL Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye
5. MODEL TT PENERIMAAN Tanda Terima Laporan Awal Dana
LADK-PARPOL Kampanye
6. MODEL TT PENERIMAAN Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan
LADK.HP- PARPOL Awal Dana Kampanye
7. MODEL TT PENERIMAAN Tanda Terima Laporan Penerimaan
LFSDK- PARPOL Sumbangan Dana Kampanye
8. MODEL TT PENERIMAAN Tanda Terima Laporan Dana

LDK.KAP-PARPOL

Kampanye

BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD

1.

MODEL BA PENERIMAAN
LADK-DFD

MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-DPD

Berita Acara  Hasil

Penerimaan

Laporan Awal Dana Kampanye

Berita Acara Penerimaan

Perbaikan  Laporan
Kampanye

Hasil
Awal Dana

3. MODEL BA PENERIMAAN Berita Acara Hasil Penerimaan

LFSDK- DFD Laporan  Penerimaan  Sumbangan
Dana Kampanye

4. MODEL BA PENERIMAAN Berita Acara  Hasil Penerimaan

LPFPDK-DFD

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye
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5. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Laporan Awal Dana
LADK-DPD Kampanye

6. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan
LADK.HP-DPD Awal Dana Kampanye

7. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Laporan Penerimaan
LPSDK-DPD Sumbangan Dana Kampanye

8. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Laporan Dana
LDK.PROV-DPD Kampanye KPU Provinsi/KIP Aceh

9. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Laporan Dana
LDK.KAP-PARPOL Kampanye KAP

www.peraturan.go.id
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MODEL BA PENERIMAAN
LADK-PILPFRES

BERITA ACARA
LA P —
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan ...,
tahun dua ribu ............... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsif/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ... telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, pada hari ... tanggal _.......... bulan
................... tahun dua ribu .............. pukul .......... WIB/WITA/WIT*), dan sesuai
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan
terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten /Kota*) ......c..cceeee. sebanyak 1 (zatu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

www.peraturan.go.id
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KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

--------------------------------------------------

1. KEtUAX coscsesvevsscssssnsecasessrssssscnssns
2. ANBGEOLA cicceceiececcscsescasaccncncsssscscnes
3. ANGEOA . .iiciicsesiscissscencasascasoaionsacess
4. ANgEotA . s.ccecsssssssssnsisecssssesessssasensi
S. ANPOOLR. | csssicsananseseasasasansnsasusssnsnins
6. Anggola’ iiiiiisiiiiiavaansassussine
£ ANPEOTR’:. | assscsisinsesnsissscssosessaessusnise
Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
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HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KEAMPANYE

PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018, No.1175

FPENERIMAAN LADK-FILPRES

LAMPIRAN MODEL BA

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA PASANGAN CALON

HARI & TANGGAL

. HASIL PENCERMATAN

NO.

PENCERMATAN

HASIL PENCERMATAN

LENGEKAP

TIDAK
LENGHAP

SESUAI

TIDAK
SESUAI

KETERANGAN

Rekening Khusus Dana Kampanye

saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber

perolehan

jumlah rincian  perhitungan penerimaan dan
pengeluaran  yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
siga dari penerimaan dana dengan peruntukan
kampanye yang diperoleh  sebelum  periode
pembukuan LADK

penerimaan  sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan pihak lain

Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan
Calon

www.peraturan.go.id
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MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-PILFRES

BERITA ACARA
LA P —
TENTANG
PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ...,
tahun dua ribu ............ . Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum
Provinsif/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ... telah menerima Hasil
Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umuam.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan .......c.cccceeivcvaeeee. tabun dua ribu ................. pukul ..........
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2018, maka
telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Hasil
Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Walkil

Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten /Kota*) .................. sebanyak 1 [satu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN /KOTA*)

--------------------------------------------------

-

S - AR LT i S

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LADK.HP-PILPRES

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE HASIL PERBAIKAN

PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

pengeluaran  yang sudah  dilakukan  sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan
kampanye yang diperoleh sebelum  periode
pembukuan LADK

NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
II. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN
NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGKAP TIDAK SESUAI TIDAK

LENGKAP SESUAI

1 Rekening Khusus Dana Kampanye

2 salde awal atau saldo pembukaan dan sumber

perolehan
3 jumlah rincian perhitungan penerimaan  dan

4 penerimaan  sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon atan Partai Politk atau Gabungan

Partai Politik dan pihak lain

5 Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan

Calon

www.peraturan.go.id
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MODEL BA PENERIMAAN
LPSDK-PILPRES

BERITA ACARA
L A ——
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ..o, tanggal ..o bulan ...,
tahun dua ribu .............. , Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*] ... telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi
FPemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

MNomor ..... Tahun 2018,

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan .........ccce... tabun dua ribu ... Pull ..
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2018, maka
telah dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Walil

Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten /Kota*) .........ccoccoe. sebanyak 1 (satu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu] rangkap.

www.peraturan.go.id
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KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

--------------------------------------------------

1. Ketua = .cccceccccececececceccnnnncncncnnceecs
2, ANgEotaA . ..ccecescsssessssssesessssssnssssisss
3. ANEGEOLA cicceceiececcscscscasaccncncsssscscnes
4. AnGRota  ciccccciciicecesisasasasasasssssaniian
5. ANgEotaA . .cceecescsssessssssesessssssnssssisss
6. ANGEOtA .ccecseieccecscsssecnesscsecassansanas
7s ANGEOLA cccicesescccccncccncncccacsscnccccens
Kete an:

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LPSDK-PILPRES

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
II. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN
NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGKAP bt SESUAI B
LENGKAP SESUAI
1 Periode LPSDK
2 Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3 Kesesuaian jumlah penyumbang dengan jumlah
surat pernyataan penyumbang
4 Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalu
pemindahbukuan / transfer)
5 Urutan péneérimaan sumbangan sesuai  dengan

tanggal diterima

www.peraturan.go.id
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MODEL BA PENERIMAAN
LPPDE-PILPRES

BERITA ACARA
L A ———
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019
Pada hari ini ..o, tanggal ..o bulan ...,
tahun dua ribu ... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*] ... telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan .......c.cccceeiecvaeeee. tabun dua ribu ................. pukul ..........
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2018, maka telah
dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan
kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu; dan

3. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

www.peraturan.go.id



181, 2018, No.1175

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

1: Ketua = = .ccicecccccnccncecncnceccccccncececes
2. ADGPOLR: csssssvansnsesssssassarsasususesene
3. ATPEOIR'| cicesssasessesssrssasassassenssssnanss
4. ANgpota: ciciciicsecicecasssscssancinnsnarons
5. ANGEOA:  ccicssssessecsssssnseescsssssssssnais
6. ANIBEOIA|. cccsvensesssssansnsssnsnssossassessses
7s ANGEOtA  ciccicecesccccceccccscsescsessesennses
Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
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LAMFIRAN MODEL BA
FPENERIMAAN LPFPDK-PILPRES

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
II. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN
NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGHAP TIDAK SESUAI TIDAK

LENGKAP SESUAI

1 Periode LPPDK

2 Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye

3 Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye
4 Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye

W

Kelengkapan Formulir LFPDK

Bulkti transaksi

www.peraturan.go.id
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TANDA TERIMA

2018, No.1175

MODEL TT PENERIMAAN
LADK-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden dari:

Nama

Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikout:

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

1.

Formulir Model LADKI1-
PILPRES [untuk Laporan
Awal Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADEZ2-
PILPRES funtuk Laporan
Penerimaan Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADE3-

PILPRES (Untuk Daftar
Penerimaan Dana

Kampanye)

Ada Tidak Ada

Model LADK4-
PILPRES (untulk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

Formulir

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADKS-
PILPFRES (untulk Daftar
Saldo Dana Kampanye|

Ada Tidak Ada

Model LADKG-

(untuk

Formulir
PILFRES
Pernyataan
Jawab  Laporan
Dana Kampanye)

Tanggung
Awal

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang  pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

www.peraturan.go.id



2018, No.1175

-184-
STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN**) DOKUMEN
9. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ad Tidak Ad
Badan Usaha Non . ' .
Pemerintah
100 | Copiy Buku /Rekening
Koran Khusus  Dana [ Ada Tidak Ada
Kampanye
11. | Surat Keterangan Tim
Kampanye/data pengelola | Ada Tidak Ada
rekening
12| Copy bul-c..tl Tagihan / Ada Tidak Ada
Utang (apabila ada)
13. | Softcopy  Laporan  Awal Ada Tidak Ada
Dana Kampanye

Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 [satu] rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu] rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten /Kota, dan 1 (satu) rangkap untulk KAP.

........ Nama
........ Jabatan

........ No. Telp

Diterima oleh

Tanda Tangan
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TANDA TERIMA
HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
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MODEL TT PENERIMAAN
LADK.HP-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dari:

Nama

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

Pasangan Calon

dengan rincian sebagai berikout:

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

1.

Formulir Model LADK1.HP-
PILPRES (|untuk Laporan
Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK2.HP-
PILFRES (untuk Laporan
Penerimaan Dana Kampanye
Hasil Perbaikan)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK3 HP-
PILFRES (untulk Daftar
Penerimaan Dana Kampanye
Hasil Perbaikan)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK4 HP-
FILPRES (untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana
kampanye Hasil Perbaikan)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKS.HP-
PILFRES (untulk Daftar
Saldo Dana Kampanye Hasil
Perbaikan)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKG6.HP-
PILPFRES [untuk Pernyataan
Tanggung Jawab Laporan
Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan)

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan

penyumbang  pihak  lain

Perseorangan

Ada

Tidak Ada

Surat
penyumbang
Kelompok

pernyataan
pihak lain

Ada

Tidak Ada

www.peraturan.go.id



2018, No.1175

-186-
STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN*¥) DOKUMEN
9. | Surat pernyataan
penyumbang  pihak lain Ad Tidak Ada
Badan Usaha Non “ '
Pemerintah
10. | Copiy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye Ada | Tidak Ada
11. | Surat Keterangan Tim
Kampanye/data  pengelola | Ada | Tidak Ada
rekening
12 C‘upy_ bukti Tagihan/Utang ada | Tidak Ada
[apabila ada)
13. ] S La Awal Da
oftcopiy Laporan Awal na ada | Tidak Ada
Kampanye

Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 [satu) rangkap untuk
Pasangan Calon dan 1 [satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atan
KPU/KIP Kabupaten (Kota.

Diterima oleh

Mama
Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan
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TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2018, No.1175

MODEL TT PENERIMAAN
LPSDK-PILPRES

PEMILTHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penérimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum
Presiden dan Walil Presiden dari:

Nama Pasangan Calon
Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berilout:

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Model LPSDKI1-
[untuk  Laporan
Sumbangan

Formulir
PILPRES
Penerimaan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Muodel LPSDE2-
juntuk Daftar
Sumbangan

Formulir
FILFRES
Penerimaan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Maodel LPSDK3-
PILPRES [untuk Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawab)

Ada Tidak Ada

Surat
penyumbang
Perseorangan

pernyataan
pihak lain

Ada Tidak Ada

Surat
penyumbang
Kelompok

pernyatasan
pihak lain

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non Pemerintah

Ada Tidak Ada

Softeopy Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diserahkan Oleh
MNama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan
HKeterangan:

1.

..... Nama

..... Jabatan
..... No. Telp
Tanda Tangan

**) Lingkari sesuai status dokumen.

Diterima oleh

2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga] rangkap masing-masing 1 (satu] rangkap

untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten /Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.
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Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum

LAPO

-188-

KOP KAP

TANDA TERTMA
RAN DANA EAMPANYE

MODEL TT PENERIMAAN
LDK.KAP-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Presiden dan:

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut:

Presiden dan Walkil

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN**)

KETERANGAN

Model LPPDKI1-
(untuk Asersi atas
Penerimaan

Formulir
FILPRES
Laporan
Pengeluaran Dana Kampanye)

dan

Ada Tidak Ada

Model LPPDK2-
[untuk  Laporan

Formulir
FILFRES
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model
FILFRES  (untuk
Sumbangan Dana Kampanye
kepada Pasangan Calon)

LPPDK3-
Laporan

Ada Tidak Ada

Model LPPDE4-
[untulke Daftar

Formulir
PILPRES
Penerimaan Dana Kampanye|

Ada Tidak Ada

Formulir Model LPPDKS-
PILPRES [untulke Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye|

Ada Tidak Ada

Formulir Model LPPDKG-
PILPRES [untuk Daftar Saldo
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan

penyumbang pihak lain

Perseorangan

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan

penyumbang pihak lain

Kelompaok

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak

Badan Usaha Non Pemerintah

lain

Ada Tidak Ada

10.

Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye

Ada Tidak Ada
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STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN**) DOKUMEN
11. | Surat Keterangan Tim
kampiun_\-ej data pengelola Ada Tidak Ada
rekening
12, | Pembukuan Dana Kampanye i
: Ads Tidak Ad
Pihak Lain (apabila ada) o “
13. | Copy - bukti Tagihan/Utang Ada Tidak Ada
(apabila aday
14. | Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan Transalksi Ada Tidak Ada
Pengeluaran
15. | Tanda Terima La Awal
anda Terima poran Awa Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
16. | Formulir Model LADK1- .
PILPRES Ada Tidak Ada
17. Fﬂrrnull.r Model LADK?2- Ada Tidak Ada
FILPRES
18. | Formulir Maodel LADK3- .
PILPRES Ada Tidak Ada
19, | Formulir Model LADK4- .
PILPRES Ada Tidak Ada
20. | Formulir Model LADKS- .
PILPRES Ada Tidak Ada
21. | Formulir Model LADKG- .
PILPRES Ada Tidak Ada
22. | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
23. | Formulir Model LPSDKI1- .
PILPRES Ada Tidak Ada
24, | Formulir Model LPSDE2- .
PILPRES Ada Tidak Ada
25. | Formulir Model LPSDE3- .
PILPRES Ada Tidak Ada
Diserahkan oleh : ... Diterima oleh . Disaksikan oleh : ...
Mama = @ e Nama 1 e Nama = @ e
Jabatan 000 @ e Jabatan 0 @ . Jabatan =00 @ L
Mo. Telp @ i No. Telp @ i No. Telp @

Tanda Tangan

Heterangan:
“*) Lingkari sesuai status dokumen.
Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) ranghkap
untuk Pasangan Calon, 1 {satu) rangkap untuk KPU, dan 1 (satu) rangkap untulk

1.
2.

KAP.
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MODEL BA PENERIMAAN
LADK-PARPOL

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/

DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019
Pada’ vk il i SRR tanppal SR LN ke L SRR
tahun dua ribu ........c.c.c.... , Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ... telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, pada hari ... tanggal ... bulan
................... tahun dua ribu .............. pukul .......... WIB/WITA/WIT*), dan sesuai
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan
terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Partai

Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten /Kota*) .................. sebanyak 1 (satu) rangkap;

Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.
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ba

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN /KOTAY)

1. ] T SRR —
2. ANGEOTA = ceeescscscssssssssssssssssssssssssssss
3. B h T 7 O —
4. ANPEOLA  ssssssssssscssssssssssssssssssssssess
3. ANgEOtA = sceescscscssssssesssssssssssssssssssss
B. ANGEOIE  sssssssssssssssssssssssssssssssssss
7. ANPEOLA  ssssssssssscssssssssssssssssssssssess
Eeterangan:

*| Coret yang tidak perlu
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HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE

LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LADK-PARPOL

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA®) TAHUN 2019
1. PENERIMAAN LAPORAN
NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU
. T L e
I1. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN
NO. PENCERMATAN LENGEAP TIDAK SESUAT TIDAK KETERANGAN
LENGHEAP SESUAI
1 Rekening Khusus Dana Kampanye
2 saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan
3 jumlah  rincian perhitungan penerimaan  dan
pengeluaran  yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari penermaan dana dengan peruntukan
kampanye yang diperoleh  sebelum  periode
pembukuan LADK
4 penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota
atau Partai Politik dan pihak lain
5 Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik
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MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-FARPOL

BERITA ACARA
LA P —
TENTANG
PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA*)

TAHUN 2019
Pada hari ini ... tanggal .....ccceceieie. balan ....coceomssesmsssnnanes
tahun dua ribu .............. ., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ..................... telah menerima Hasil
Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DFRD
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat
i2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan ... tahun dua ribu . pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2018, maka
telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format
Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan Partai Politik sebagaimana

terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten /Kota*) .........ccoecce. sebanyak 1 (satu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu] rangkap.
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ba

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN /KOTAY|

1. ] T SRR —
2. ANGEOTA = sceescscscssssssssssssssssssesssss s
3. B h T 7 O —
4. ANPEOLA  ssssssssssscssssssssssssssssssssssess
3. ANgEOtA = sceescscscssssssesssssssssssssssssssss
Eeterangan:

*| Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LADK.HP-PARPOL

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KEAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) TAHUN 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU

I1. HASIL PENCERMATAN

HASIL PENCERMATAN

NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGKAP TIDAK SESUAIL TIDAK
LENGKAP SESUAI
1 Rekening Khusus Dana Kampanye
2 saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan
3 jumlah rincian perhitungan peénerimaan  dan

pengeluaran  yang sudah  dilakukan  sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan
kampanye yang diperoleh  sebelum  periode
pembukuan LADK

4 penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten [Kota
atau Partai Politik dan pihak lain

5 Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik
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MODEL BA PENERIMAAN
LPSDK-PARPOL

BERITA ACARA
HORDDR £ ooocosmnnnssnssisssssssssssssisssss soassisssssaes
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMEANGAN DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA%)

TAHUN 2019
Pada hari ini ... tanggal .....ccceceieie. balan ....coceomssesmsssnnanes
tahun dua ribu .............. , Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ... telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota®), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
{4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor ..... Tahun 2018,
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan .......ccccwee. tahun dua ribu ... Pukul

WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2018, maka telah
dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten /Kota*) ......cooceeeees sebanyak 1 (satu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.
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¥}

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

--------------------------------------------------

1. Ketua = = cccceccecncecccecncncsccccecscccccnees
2, ANggota = .ccccecscsescscsccssssssacccssnsesenes
3. ANgeotA’ = diiccececccsssscecicrssssssusssesescss
4. Anggota: = cicccececccccscncccnnsesncnscscasasans
5. ANggota = .ccccecscsescscsccssssssnccsssnsesenes
6. ANggota = .icieceececcscsssesscsscssssssssesnaes
7s ANGEOLA ecccccccscscsccccccscncnsisiscncncens
Kete an:

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LPSDK-PARPOL

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

tanggal diterima

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) TAHUN 2019
1. PENERIMAAN LAPORAN
NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU
II. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN
Ll AN LENGEAP TIDAK SESUAI TIDAK = ELS
LENGKAP SESUAI
1 Periode LPSDK
2 Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3 Kesesuaian jumlah penyumbang dengan jumlah
surat pernyataan penyumbang
4 Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui
pemindahbukuan / transfer)
5 Urutan penerimaan sumbangan sesuai dengan
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MODEL BA PENERIMAAN
LPPDK-PARPOL

BERITA ACARA
L A ———
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTAY)

TAHUN 2019
Pada hari ini ..o, tanggal e, bulan ...
tahun dua ribu ................. , Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ... telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umnum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan .......c.cccceeiecvaeeee. tabun dua ribu ................. pukul ..........
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun 2018, maka
telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik

sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komizsi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota*) ......cooocoieeees sebanyak 1 (satu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

..................................................

1. Ketua = .cccccccccecccncccnccnccnncncscencees
2, ANGEOIR  cccciiesscsssnascactesssasessssssesses
3. ANgPOtR  ciiccesccrccccacscacasasacasecssssencs
4. ANgEOLAR = ccccececcccccscsssccecccnsssssesesscas
5. ANGEOIR  cccciiesscsconasiacsasessssssnansnsese
Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LPPDK-PARPOL

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA®) TAHUN 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU

T T TTT ST —— e T

II. HASIL PENCERMATAN

HASIL PENCERMATAN

NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGKAP TIDAK SESUAI TIDAK
LENGKAP SESUAI

1 Periode LPPDK

2 Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye
3 Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye

4 Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye

5 Kelengkapan Formulir LFPDK

] Bukti transaksi
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TANDA TERIMA

MODEL TT PENERIMAAN
LADK-PARPOL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*|

TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD
Provinsi {DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama Partai Politik

Daerah Pemilihan

Hari dan tanggal

Walktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut:

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LADKIL-
PARPOL (untuk Laporan
Awal Dana Kampanye)

Ada Tidalk Ada

Formulir Model LADK2-
PARPOL (untuk Laporan
Penerimaan Dana
Kampanye|

Ada Tidalk Ada

Formulir Model LADK3-
PARPOL j|untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye|)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADE4-
PARPOL (|untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana kampanye)

Ada Tidalk Ada

Formulir Model LADKS-
PARPOL j|untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADEG-
PARPOL (untuk
Pernyataan Tanggung
Jawab  Laporan  Awal
Dana Kampanye|

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADKT-
PARPOL (untuk
Pencatatan Penerimaan
dan Pengeluaran Calon
Anggota DPR/DPRD

Ada Tidak Ada
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STATUS JUMLAH

NO JENIS DOKUMEN DOKUMEN*¥) DOKUMEN KETERANGAN
Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota*))

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain| Ada Tidak Ada
Perseorangan

9. | Surat pérnyataan
penyumbang pihak lain| Ada | Tidak Ada
Kelompok

10. | Surat pernyataan

enyumb, ihak lain )

gad.an angsaia Non . Sl
Pemerintah

11. | Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana | Ada Tidak Ada
Kampanye

12, | Surat Keterangan Tim
Kampanye /data pengelola | Ada | Tidak Ada
rekening

13. | Copy buk_u Tagihan/ Ada Tidak Ada
Utang (apabila ada)

14. | Softcopy Laporan Awal Ada Tidak Ada
Dana Kampanye

Diserahkan oleh
Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:

1.
X
3.

*) Pilih salah satu.
**) Lingkari sesuai status dokumen.

Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Partai Polittk sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

Nama
Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan
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2018, No.1175

-204-

TANDA TERIMA
HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD

KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019

MODEL TT PENERIMAAN |
LADK.HP-PARPOL

Telah diterima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama

Partai Politik

Daerah Pemilihan

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut:

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

1.

Formulir Model LADK1.HP-
PARPOL (untuk Laporan
Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK2 HP-
PARPOL (untuk Laporan
Penérimaan
Kampanye Hasil Perbaikan)

Dana

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK3.HP-
PARPOL Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye Hasil Perbaikan)

(untuk

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK4.HP-
PARPOL Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana
kampanye Hasil Perbaikan)

(untuk

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKS.HP-
PARPOL Daftar
Saldo Dana

Hasil Perbaikan)

{untuk

Kampanye

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK6.HP-
PARPOL (untuk Pernyataan
Tanggung Jawab Laporan
Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan)

Ada

Tidak Ada
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g STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN DOKUMEN**) DOKUMEN KETERANGAN
7. | Formulir Model LADK7.HP-
PARPOL [untuk Pencatatan
Penerimaan dan
Pengeluaran Calon Anggota | Ada Tidak Ada
DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten /Kota*) Hasil
Perbaikan)
&. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain| Ada Tidak Ada
Perseorangan
9. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain| Ada Tidak Ada
Kelompok
10. | Surat pernyataan
enyumban thak lain .
Ead.an Esaﬁa Non Ada Tidal Ada
Pemerintah
11. | Copy Bulu /Relkening
Koran Khusus Dana [ Ada Tidak Ada
Kampanye
12, | Surat Keterangan Tim
Kampanye/data pengelola| Ada Tidak Ada
rekening
13. | Copy .hukti Tagihan/ Utang Ada Tidak Ada
[apabila ada)
14. | Softcopy  Laporan  Awal Adia Tidals Ada
Dana Kampanye

Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Heterangan:

1. #) Pilih salah satu.

2. **) Lingkar sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan 1 [satu) rangkap untuk KPU atau KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota.

Nama
Jabatan

No. Telp

Diterima oleh

Tanda Tangan
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TANDA TERIMA

MODEL TT PENERIMAAN
LPSDK-PARPOL

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPRD PROVINSI/DFRD

KABUPATEN /KOTA*)
TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Peneérimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Anggota DPR /DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten /Kota*) dari:
Nama Partai Politik
Daerah Pemilihan
Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penérimaan

dengan rincian sebagai berilout:

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Model LPSDEKI1-
Laporan

Formulir
PARPOL [untuk
Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Model LPSDK2-

Daftar

Formulir
PARPOL [untuk
Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPSDK3-
PARPOL [untuk Format Surat

Pernyataan Tanggung Jawah)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPSDE4-
PARPOL
Penerimaan dan Pengeluaran

DPR/DFRD

[untuk Pencatatan

Calon Anggota
Prowinsi/DPRD
Kabupaten f Kota®*))

Ada

Tidak Ada

n

Surat pernyataan

penyumbang  pihak lain

Perseorangan

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan

penyumbang  pihak lain

Ada

Tidak Ada
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Kelompol

Surat pernyataan
7 penyumbang  pihak lain | Ada Tidak Ada

Badan Usaha Non Pemerintah

Softeopy Laporan Penerimaan ]
& Ada | Tidak Ada
i Sumbangan Dana Kampanye

Diserahkan Oleh e Diterima oleh e
MNama e Nama e
Jabatan e aaaas Jabatan e
MNo. Telp i No. Telp i
Tanda Tangan e Tanda Tangan

*} Pilih salah satu.

“*) Lingkari sesuai status dokumen.

Tanda Terima dibuat dalam 3 ([tiga) rangkap masing-masing 1 [satu] rangkap
untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu] rangkap untuk KPU
atau KPU Provinsi /KIP Aceh, dan 1 |satu) rangkap untulk KAP.

Lo b =
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KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE

MODEL TT PENERIMAAN
LDK.KAP-PARPOL

PEMILITHAN UMUM ANGGOTA DPFR/DPRD PROVINSI/DFRD

KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD
Provinsi {DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama Partai Politik
Daerah Pemilihan
Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut:

NO JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

KETERANGAN

Formulir Model LPPDKI1-
PARPOL [untuk Asersi atas
Laporan
Pengeluaran Dana Kampanye)

Penerimaan dan

Ada

Tidak Ada

Model LPPDK2-
funtuk  Laporan

Formulir
FARFOL
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir LPPDK3-
PARPOL Laporan
Sumbangan Dana Kampanye
kepada Pasangan Calon)

Model

[untuk

Ada

Tidak Ada

Model LPPDE4-
{untuk Daftar

Formulir
FARPOL
Penerimaan Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPPDKS-
PARPOL {untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPPDKG-
PARPOL [untuk Daftar Saldo
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Model LPPDKT-
[untuk Pencatatan

Formulir
PARPOL
Penerimaan dan Pengeluaran
Calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi / DPRD

Kabupaten fKota*))

Ada

Tidak Ada
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STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN**) DOKUMEN
B. | Surat pernyataan
penyumbang pihal lain | Ada Tidak Ada
Perseorangan
9. | Surat pernyataan
penyumbang pihalk lain | Ada Tidak Ada
Kelompaok
100 | Surat pernyataan
penyumbang pihalk lain | Ada Tidak Ada
Badan Usaha Non Pemerintah
11. | Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada
12, | Surat Keterangan Tim
k‘dmpflﬂ}'t_}'dalta pengelola Ada Tidak Ada
rekening
13. | Copy - bukti Tagihan/Utang Ada Tidak Ada
(apabila aday
14. | Bukti-bukt Transaksi
Penerimaan dan Transaksi| Ada Tidak Ada
Pengeliaran
15. | Pembukuan Dana Kampanye !
: Ads Tidak Ada
Pihak Lain (apabila ada) ' '
16. | Tanda Terima Laporan Awal Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
17. | Formulir Model LADKIL - !
PARPOL Ada Tidak Ada
18. | Formulir Model LADK2- .
PARPOL Ada Tidak Ada
19. | Formulir Model LADKS3- .
PARPOL Ada Tidak Ada
20. | Formulir Model LADK4- i
PARPOL Ada Tidak Ada
21. | Formulir Model LADKS- i
PARPOL Ada Tidak Ada
22. | Formulir Model LADKG- i
PARPOL Ada Tidak Ada
23. | Formulir Model LADKT- i
PARPOL Ada Tidak Ada
24. | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan | Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
25. | Formulir Model LPSDEKI1- i
PARPOL Ada Tidak Ada
26. | Formulir Model LPSDE2- i
PARPOL Ada Tidak Ada
27. | Formulir Model LPSDES- i
PARPOL Ada Tidak Ada
28. | Formulir Model LPSDE4-
Ads Tidak Ad
PARPOL o e
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Diserahkanoleh : ... Diterimaoleh : ... Disaksikanoleh : ...

Nama P e adasiiie Nama 3 et Nama L efRuquanPeparides

Jabatan § SRR Jabatan SRR PR TR Jabatan S AR

No. Telp b aneassrassasansece No. Telp ¥ snssasassnesesanan No. Telp T ranesseasssrssnuer

Tanda Tangan R T Tanda Tangan : ... Tanda Tangan  :© ...
Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap
untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU
atau KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap
untuk KAP.
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MODEL BA PENERIMAAN
LADK-DPD

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal ..., talA ....coocorensnnssnnsnenes
tahun dua ribu ......... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsif/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ... telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, pada hari ...... tanggal ..o bulan
.................... tahun dua ribu ........... pukul ..... WIB/WITA/WIT*), dan
sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan
terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon
Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
sebanyak 1 [satu) rangkap;

2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu] rangkap.

www.peraturan.go.id



2018, No.1175 219

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ f
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

1. BEbil == ssssssssssessesssssmesinisesssssnssnes
2. B h T O —
3. ANPEOLA sisssssssssssssscssssssssssssssssess
4. ANgEOTA = aiesessssssssscssssssssssssesessess
5. B b b T ——
Eeterangan:

*) Coret yang tidak perlu
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HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

2018, No.1175

LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LADK-DFD

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA CALON HARI & TANGGAL WAKTU
II. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN
NO. PENCERMATAN LENGKAFP TIDAK SESUAL TIDAK KETERANGAN
LENGHEAP SESUAI
1 Rekening Khusus Dana Kampanye
2 saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan
3 jumlah rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran  yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari peneérimaan dana dengan peruntukan
kampanye yang diperoleh  sebelum  periode
pembukuan LADK
4 penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak
lain
5 Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD
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MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-DPFD

TENTANG
PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal ..., Bulan .......ccoeeeseese-
tahun dua ribu ......... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsif/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ........ccoocciiianen. telah menerima Hasil
Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum.

bulan ....oooooeiiiiinn. tahun dua ribu ................. pukul .......... WIB/WITA/WIT*),
dan sesuai Peraturan HKomisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor .... Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan
terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
sebanyak 1 [satu) rangkap;

2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu] rangkap.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...........cocveee /
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

1. BEbil == ssssssssssessesssssmesinisesssssnssnes
2. B h T O —
3. ANPEOLA sisssssssssssssscssssssssssssssssess
4. ANEEOTA  aicscsesescscssssssssssssesssssssssses
5. B h T O —
Eeterangan:

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LADK.HP-DPD

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA CALON HARI & TANGGAL WAKTU

I1. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN

NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGKAP L SESUAI R
LENGHAP SESUAI
1 Rekening Khusus Dana Kampanye
2 saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan
3 jumlah rincian perhitungan penerimaan dan

pengeluaran  yang sudah  dilakukan  sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan
kampanye yang diperoleh  sebelum  periode
pembukuan LADK

4 penérimaan sumbangan yang beérsumber dar pihak

lain

5 Nomor Pokolk Wajib Pajak Calon Anggota DPD
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MODEL BA PENERIMAAN
LPSDK-DPD

BERITA ACARA
L A ———
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ...,
tahun dua ribu ... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ... telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2018.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan ... tahun dua ribu .l Pubul o

WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, maka telah
dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan
FPenerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana

terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan
kepada:
1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh
gsebanyak 1 [satu) rangkap;
Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu] rangkap.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .......ccovvvvnnens /
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

1. KEtEA! 3 csgscsassmaenssspdanniies s
2. ANGEOLA. iisasisseiissisiisssasnsinisieiniois
3. Anggota:  llinnnasniiaaiiaas
4. ANGROR:  isiiusesassicsaiissiissianissans
S. ARPROIHEI! esmsrmsasmsrenssmasanmssnssesssnsns
Kete an:

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LPSDK-DPD

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA CALON HARI & TANGGAL WAKTU

I1. HASIL PENCERMATAN

HASIL PENCERMATAN

NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGKAP TIDAK SESUAIL TIDAK
LENGKAP SESUAI

1 Periode LPSDK

2 Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

3 Kesesuian jumlah penyumbang dengan jumlah surat

pernyataan penyumbang

4 Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui

pemindahbukuan transfer)

5 Urutan penerimaan sumbangan sesuai  dengan

tanggal diterima
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MODEL BA PENERIMAAN
LPPDK-DPD

BERITA ACARA
L A ———
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal .....occciiiin Bulan ...
tahun dua ribu .............. , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*] ..., telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan ......c.coviiciane. tahun dua ribu . pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun 2018, maka telah dilakukan
pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan

dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan
kepada:
1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi [Komisi Independen Pemilihan Aceh
sebanyak 1 (satu) rangkap;
Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu] rangkap.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI................ /
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
3. Anggota
Eeterangan:

*| Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LFPDK-DFD

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD 2019

1. PENERIMAAN LAPORAN

NAMA CALON HARI & TANGGAL WAKTU
II. HASIL PENCERMATAN
HASIL PENCERMATAN
NO. PENCERMATAN KETERANGAN
LENGKAP TIDAK SESUAI TIDAK
LENGKAP SESUAI
1 Periode LPPDK
2 Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye
4 Jumlah Saldo akhir Dana Kampanye
5 Kelengkapan Formulir LFFDK
] Bukti transaksi
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TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KEAMPANYE

MODEL TT PENERIMAAN
LADK-DPD

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD

dari:

Nama Calon Anggota DPD

Daerah Pemilihan I Provinsl.......ccsssecsssssss
Hari dan tanggal

Wakin

Tempat penerimaan

dengan rincian sebapgai berikut:

NO JENIS DOKUMEN #LATUD JUM KETERANGAN
DOKU MEN**) DOKUMEN
1. | Formulir Model | Ada Tidak Ada

LADK1-DFD (untuk
Laporan Awal Dana
Kampanye]

b

Formulir Model | Ada Tidak Ada
LADKZ-DPD (untuk
Laporan Penerimaan
Dana Kampanye]

3. | Formulir Model | Ada Tidak Ada
LADK3-DPD [untuk
Daftar Penerimaan
Dana Kampanye)
4. | Formulir Model | Ada Tidak Ada
LADK4-DPD (untuk
Daftar Alktivitas
Pengeluaran Dana
kampanye|
5. | Formulir Model | Ada Tidak Ada

LADKS-DPD ([untuk
Daftar Saldo Dana
Kampanye)

6. | Formulir Model | Ada Tidak Ada
LADK6-DPD [untuk
Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye]
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STATUS JUMLAH

NO JENIS DOKUMEN DOKUMEN®*) DOKUMEN KETERANGAN

7. |SBurat pernyataan | Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Perseorangan

8. |Surat pernyataan | Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Kelompok

9. |Surat pernyataan | Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non
Pemerintah

10. | Copy Buku/Rekening| Ada Tidak Ada
Koran Khusus Dana
Kampanye

11. | Surat Keterangan Tim | Ada Tidak Ada
Kampanye /data
pengelola rekening

12. | Copy bukti tagihan/| Ada Tidak Ada
utang (apabila ada)

13. | Softcopy Laporan Awal| Ada Tidak Ada
Dana Kampanye

Diserahkan oleh

Nama

Jahatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.

Diterima oleh

Nama
Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan

2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap
untuk Calon Anggota DPD,
Provinsi/ KIP Aceh, dan 1 (satu] rangkap untuk KAP.

1 (satu] rangkap untuk KPU atau KPU
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MODEL TT PENERIMAAN
LADK.HP-DPD

TANDA TERIMA
HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum
Anggota DPD dari:

Nama Calon Anggota DPD

Daerah Pemilihan DOProvinsio..,

Hari dan tanggal

Walkitn

Tempat penerimaan

dengan rincian sebapgai berikut:

NO JENIS DOKUMEN bbbl e KETERANGAN
DOKUMEN**) DOKUMEN
1. Formulir Model Ada Tidak Ada

LADK1.HP-DPD (untuk
Laporan Awal Dana

Kampanye Hasil
Perbaikan)
2. Formulir Maodel Ada Tidak Ada

LADK2 HP-DPD [untuk
Laporan Penerimaan
Dana Kampanye Hasil

Perbailkan)
3. Formulir Model Ada Tidak Ada
LADK3 HP-DPD [untuk
Daftar Penerimaan
Dana Kampanye Hasil
Perbaikan)
4, Formulir Model Ada Tidak Ada
LADK4 HP-DPD [untuk
Daftar Alktivitas
Pengeluaran Dana
Kampanye Hasil
Perbailkan)
3. Formulir Model Ada Tidak Ada

LADK5 HP-DPD [(untuk
Daftar Saldo Dana
Kampanye Hasil
Perbailan)
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NO

JENIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN*™)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model
LADK&6.HP-DPD (untuk
Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye Hasil
Perbaikan)

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non
Pemerintah

Ada Tidak Ada

10.

Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kampanye

Ada Tidak Ada

11.

Surat Keterangan Tim
Kampanye /data
pengelola rekening

Ada Tidak Ada

12.

Copy bukti tagihan/
utang (apabila ada)

Ada Tidak Ada

13.

Softcopy Laporan Awal
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diserahlkan oleh

Nama

Jabhatan

No. Telp

Tanda Tangan

Eeterangan:

Diterima oleh

Nama
Jabatan

No. Telp

**) Lingkari sesuai status dokumen.

Tanda Tangan

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (gatu) rangkap

untuk Calon Anggota DPD dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU
Provinsi/ KIP Aceh.
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TANDA TERIMA

2018, No.1175

MODEL TT PENERIMAAN |
LPSDK-DPD

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan

Umum Anggota DPD dari:
Nama Calon Anggota DPD

Daerah Pemilihan

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut:

STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN DOKUMEN**) DOKUMEN KETERANGAN
1. | Formulir Model LPSDKI-| Ada | Tidak Ada
DPD (untuk Laporan
Penerimaan Dana
Kampanye)
2. | Formulir Model LPSDK2-| Ada | Tidak Ada
DPD (untuk Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)
3. | Formulir Model LPSDK3-| Ada | Tidak Ada
DPD (untuk Format Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab)
4. | Surat pernyataan | Ada | Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Perseorangan
5. | Surat pernyataan | Ada | Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Kelompok
6. | Surat pernyataan | Ada | Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non
Pemerintah
7. | Softcopy Laporan| Ada | Tidak Ada
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye
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Diserahkan oleh @ ... Diterima oleh B omisessassensraseaseatsass
Nama - Nama T Ssasisssiiseniissnsakessnd
Jabatan § ncesssssmesssasssensrsses Jabatan B omisessassensraseaseatsass
No. Telp AP MNo. Telp -
Tanda Tangan P iisisissiie Tanda Tangan L
Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.

2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu)
rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU
Provinsi/ KIP Aceh, dan 1 (satu] rangkap untuk KAP.
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TANDA TERIMA

LAPORAN DANA KAMPANYE

2018, No.1175

MODEL TT PENERIMAAN
LDK.PROV-DPD

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD dari:

Nama Calon Anpgota DPD

Daerah Pemilihan

Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berilout:

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LPFDK1-DPD
[untuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

bt

Formulir Model LPFDK2-DPD
(untuk Laporan Penérimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPPDE3-DPD
[untuk Laporan Penerimaan
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPPDK4-DPD
funtuk Dafiar
Dana Kampanye)

Penerimaan

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPFDKS-DPD
(untuk Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada

Tidalk Ada

Formulir Model LPPDEK6-DPD
funtuk Daftar Saldo Dana
Kampamnye)

Ada

Tidak Ada

=1

Surat
penyumbang
Perseorangan

pernyataan
pihalk lain

Ada

Tidak Ada

Surat
penyumbang
Kelompok

pernyataan
pihak lain

Ada

Tidalk Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihalk lain
Badan Usaha Non Pemerintah

Ada

Tidak Ada

Copy Bublu/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye

Ada

Tidak Ada

Surat Keterangan Tim
Kampanye fdata pengelola

rekening

Ada

Tidak Ada
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STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN DOKUMEN* DOKUMEN KETERANGAN
12. | Copy bukti tagihan/utang | Ada Tidalk Ada
(apabila ada)
13. | Bukti-bukti Transaksi | Ada Tidak Ada
Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran
14. | Pembukuan Dana Kampanye | Ada Tidak Ada
Pihak Lain (apabila ada)
15. | Tanda Terima Laporan Awal| Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
16. | Formulir Model LADE1-DFD Ada Tidak Ada
17. | Formulir Model LADEZ2-DFD Ada Tidak Ada
18. | Formulir Model LADK3-DPD Ada Tidak Ada
19. | Formulir Model LADK4-DPD Ada Tidak Ada
20. | Formulir Model LADKS-DPTDy Ada Tidak Ada
21. | Fermulir Model LADK6&-DPTy Ada Tidak Ada
22, | Tanda Terima Laporan | Ada Tidak Ada
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye
23. | Formulir Model LESDK1-DFD Ada Tidak Ada
24. | Formulir Model LESDK2-DFD Ada Tidak Ada
25. | Formulir Model LESDK3-DFD Ada Tidak Ada

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:

1.

**) Lingkar sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) ranghkap
untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi (KIP Aceh, dan 1

[satu) rangkap untult KAP.

Diterima Oleh

Nama
Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan
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KOP KAP

TANDA TERTMA

LAPORAN DANA KAMPANYE

2018, No.1175

MODEL TT PENERIMAAN
LDE.KAP-DPD

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Calon Angpota DPD dan:
KPU Provinsi/KIP Aceh
Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penérimaan

dengan rincian sebagai berilout:

Prowinsi

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Madel LPPDK1-DPD
[untuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

=]

Formulir Model LPPDK2-DPD
(untuk Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampamye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPFDK3-DPD
(untuk Laporan Penérimaan
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPFDKE4-DPD
[untuk Daftar
Dana Kampanye)

Penerimaan

Ada

Tidak Ada

Formulir Madel LPPDK5-DPD
(untuk Daftar Alktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPFDE6-DFD
juntuk Daftar Saldo Dana
Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Surat
penyumbang
Perseorangan

pernyataan
pihak lain

Ada

Tidak Ada

Surat
penyumbang
Kelompok

pernyataan
pihalk lain

Ada

Tidak Ada

Surat permyataan
penyumbang pihalk lain
Badan Usaha Non Pemerintah

Ada

Tidak Ada

Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye

Ada

Tidak Ada

Surat Keterangan Tim
Kampanye fdata pengelola
rekening

Ada

Tidak Ada
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STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN DOKUMEN*¥) DOKUMEN KETERANGAN
12. | Copy bukti tagihan/utang| Ada Tidak Ada
(apabila ada)
13. | Bukti-bukti Transaksi | Ada Tidak Ada
Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran
14. | Pembukuan Dana Kampanye| Ada Tidak Ada
Pihak Lain (apabila ada)
15. | Tanda Terima Laporan Awal| Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
16. | Formulir Model LADK1-DPD Ada | Tidak Ada
17. | Formulir Model LADK2-DPD Ada | Tidak Ada
18. | Formulir Model LADK3-DPD Ada | Tidak Ada
19. | Formulir Model LADK4-DPD Ada | Tidak Ada
20. | Formulir Model LADKS-DPD Ada | Tidak Ada
21. | Formulir Model LADK6-DPD Ada | Tidak Ada
22. | Tanda Terima Laporan | Ada Tidak Ada
Penérimaan Sumbangan
Dana Kampanye
23. | Formulir Model LPSDK1-DPD Ada | Tidak Ada
24. | Formulir Model LPSDK2-DPD Ada | Tidak Ada
25. | Formulir Model LPSDK3-DPD Ada | Tidak Ada

Diserahkan oleh

Nama
Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
**) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap
untuk KPU, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap

1.

untuk KAP.

Diterima oleh

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN
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